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INTISARI 
A. ASNALDI TRISETIA SYAFRUDDIN, Nomor Pokok E12112252, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun 
skripsi dengan judul: “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin 
Usaha Perdagangan di Kota Makassar”, di bawah bimbingan Dr. Indar 
Arifin, M.Si sebagai pembimbing I dan A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si 
sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas 
pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan 
untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota 
Makassar. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 
suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang 
dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah 
menggali informasi dari para informan yang selanjutnya di deskripsikan dan 
diinterprestasikan serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok 
yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan penelusuran data secara online. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di 
BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal 
apabila ditinjau dari dimensi kehandalan, bukti fisik layanan, ketanggapan, 
jaminan dan empati. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM 
dan pemerintah Kota Makassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi 
inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi 
budaya. 
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ABSTRACT 
A. ASNALDI TRISETIA SYAFRUDDIN, id number E12112252, 
Governmental Studies Program, Department of Political Science and 
Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, 
University of Hasanuddin. Thesis with the title: "Strategy to Improve the 
Service Quality of Trading Permit in Makassar ", under the guidance of 
Dr. Indar Arifin, M.Si as supervisor I and A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si as 
supervisor II . 
 
This study aims to examine and to analize the service quality of trading permit 
in Makassar regulated by the government of Makassar as well as to examine 
and analize the government of Makassar’s strategies in improving the service 
quality of business lisence in Makassar. 
 
The research method applied to collect and analize data based on qualitative 
research. An analysis implemented to find correlation between relationship 
and the purpose of each data cultivated from statements, interpretations, and 
information drill given by informants. Data collection then extracted through 
comparative analysis to develop theory and explaination in the effort to answer 
the hypothesy constructed from the main problem. Data were collected 
through interview, observation, documentation, and online research. 
 
The results indicate that: 1. The Service quality of trading permit in Makassar 
is fairly good, however if the service quality assessed based on reliability, 
tangibles, responsiveness, assurance, and emphaty, the quality is not yet a 
maximum performance. Hence, In order to improve the service quality of 
trading permit, the government of Makassar implements variety of strategies 
such as core strategy, consequence stategy, costumer strategy, control 
strategy, and culture strategy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang bermacam-macam 
sehingga terkadang manusia harus berinteraksi dengan manusia lain untuk 
memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terdapat 
sejumlah kebetuhan yang bisa dipenuhinya sendiri, ada yang dipenuhi melalui 
pasar (private choice), dan ada pula yang hanya dapat dipenuhi melalui 
kebijakan dan kewenangan pemerintah. Pemenuhan kebutuhan manusia 
yang hanya dapat dipenuhi melalui kebijakan dan kewenangan pemerintah 
dapat menimbulkan ketidakadilan apabila penyiapannya dilakukan oleh pasar. 
Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan ini harus diproses sedemikian rupa 
agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakannya  
(Ndraha, 2011: 55). 
Ryaas Rasyid dalam Ndraha (2005: 58) mengatakan bahwa ada tiga 
fungsi hakiki pemerintahan, yaitu (1) pelayanan (service), (2) pemberdayaan 
(empowerment), dan (3) pembangunan (development).  Sebagai sebuah 
badan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan 
fungsi pelayanan tersebut kepada masyarakat. Pelayanan dalam hal ini 
diartikan sebagai aktivitas atau rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk berupa barang, 
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jasa dan/atau pelayanan administratif. Sebagai konsekuensi dari fungsi 
pemerintah yang telah disebutkan di atas, maka pemerintah harus 
menyelenggarakan pelayanan publik agar produk tersebut dapat 
didistribusikan kepada seluruh masyarakat. 
Jenis pelayanan publik dapat dibedakan menjadi tiga kelompok 
berdasarkan Kep. MENPAN No. 63 Tahun 2003, yaitu (1) kelompok pelayanan 
administratif, (2) kelompok pelayanan barang, dan (3) kelompok pelayanan 
jasa. Mukarom dan Laksana (2015: 105) mengatakan bahwa pelayanan 
administratif (administrative service) disejajarkan/dipakai secara silih berganti 
dan dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perizinan. Pengertian 
pelayanan perizinan itu sendiri adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan 
masyarakat, juga melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang 
bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat. Pelayanan perizinan 
misalnya berupa penerbitan akta tanah, pelayanan KTP, SIM, paspor, 
perzinan usaha dan pelayanan perizinan lain. Sama halnya dengan pelayanan 
lainnya, pelayanan perizinan harus diselenggarakan sebagai bagian dari 
fungsi pelayanan (service) pemerintahan. 
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia ditandai dengan terbitnya 
Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025. Keinginan untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia 
dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia 
pada tahun 1997. Peristiwa ekonomi yang diawali oleh runtuhnya nilai tukar 
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rupiah menjadi pemicu sekaligus pendorong Indonesia untuk melakukan 
pembenahan di segala bidang. Reformasi di bidang ekonomi, hukum, dan 
politik telah dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian di susul oleh reformasi di 
bidang birokrasi. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sasaran 
pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Reformasi birokrasi dilaksanakan tidak 
hanya dengan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap struktur 
birokrasi saja, tetapi juga terhadap pelayanan publik yang menjadi aktivitas 
birokrasi. Hal ini membuat pemerintah harus terus melakukan upaya dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Parasuraman dalam Lupiyoadi 
(2001: 148) mengatakan bahwa kualitas pelayanan itu sendiri dapat dilihat dari 
berbagai dimensi seperti kehandalan (reliability), bukti fisik layanan 
(tangibles), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 
(emphaty) kepada masyarakat. 
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut, pemerintah 
juga memerlukan berbagai strategi. Strategi penyelenggaraan pelayanan 
publik tersebut dilaksanakan melalui berbagai kebijakan di bidang 
perancangan kelembagaan, inovasi penyelenggaraan pelayanan hingga 
kepada implementasi dari rancangan penyelenggaraan pelayanan. Setiyono 
(2014: 93) mengatakan bahwa kedudukan strategi dalam manajemen 
pelayanan publik adalah untuk mengetahui dan memetakan tujuan, 
mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi logistik, menyusun cara mecapai 
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tujuan, dan menentukan misi (mission) dalam pencapaian tujuan. Tanpa 
adanya strategi maka suatu negara atau organisasi akan bekerja tanpa arah 
dan tujuan. 
Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sangat membutuhkan 
pelayanan publik yang baik terutama dalam pelayanan izin usaha 
perdagangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fakta bahwa Makassar 
merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia, khususnya di 
Indonesia Timur. Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar menjadi pelabuhan 
tersibuk keempat di Indonesia dan menjadi pintu utama segala jenis barang 
dan komoditi untuk didistribusikan ke daerah-daerah terpencil di wilayah 
Kawasan Timur Indonesia (SINDONews.com, 23 Juni 2015). Jumlah 
penduduk yang mencapai angka 1.408.072 jiwa pada sensus penduduk 2013 
(BPS, 2014:19) juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha untuk 
merintis dan mengembangkan usahanya di Kota Makassar. 
Perlu dipahami bahwa dalam suatu negara, pengusaha memiliki 
peranan yang besar terutama dalam bidang perekonomian. Setidaknya, para 
pengusaha berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang 
dan jasa pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan 
negara sektor pajak. David McClelland (1961: 98) bahkan mengatakan bahwa 
paling tidak dibutuhkan dua persen pengusaha dari total jumlah penduduk 
agar sebuah negara menjadi makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, 
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pelayanan izin usaha perdagangan bagi para pengusaha ini harus 
dilaksanakan dengan kualitas yang memadai. 
Reformasi birokrasi tahap pertama (2010-2014) di Indonesia 
melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya. Suatu struktur birokrasi 
yang lebih dekat kepada model patronase yang sentralistik ditata kembali 
untuk menghilangkan model patronase dengan nuansa desentralistik. 
Perubahan model birokrasi ini tentu saja diharapkan mampu membawa 
peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik.  
Akan tetapi, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, termasuk 
di Kota Makassar, pada era reformasi saat ini bisa dikatakan belum 
menunjukan peningkatan kualitas yang memadai. Sebagai contoh, kualitas 
pelayanan izin usaha perdagangan yang baik seharusnya mampu 
meningkatkan miant pengusaha di Kota Makassar untuk menerbitkan izin 
usahanya. Namun, fakta yang terjadi masih banyak pengusaha di bidang 
perdagangan menjalankan usahanya dengan SIUP yang sudah habis masa 
berlakunya atau sama sekali tanpa mengantungi SIUP (Tribunnews.com, 8 
Desember 2015). Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kualitas 
pelayanan izin usaha perdagangan belum memadai dan masih perlu 
ditingkatkan. 
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Mengingat pentingnya perananan pengusaha bagi sektor 
perekonomian negara serta konstruksi Makassar sebagai pusat perdagangan 
di Indonesia Timur, maka pelyanan izin usaha perdagangan seharusnya 
diselenggarakan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, sesuai dengan 
sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan izin usaha 
perdagangan perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan minat masyarakat 
dalam merintis dan mengembangkan usahanya di Kota Makassar agar 
perekonomian terus tumbuh. Selain itu, diperlukan berbagai strategi untuk 
memudahkan upaya peningkatkan kualitas pelayanan izin usaha 
perdagangan tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Strategi Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kualitas pelayanan izin usaha perdagangan di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha 
perdagangan yang diterapkan di Kota Makassar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh 
Pemerintah Kota Makassar. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat peneilitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang 
berkaitan dengan kajian manajemen pelayanan publik.  
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
evaluasi pemerintah dalam penerapan strategi yang akan 
mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Makassar. 
 
8 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka berupa uraian teori-teori yang akan menjadi landasan 
dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksudkan yaitu mengenai strategi, 
pelayanan publik, dan izin usaha perdagangan. 
2.1 Pelayan Publik 
2.1. 1  Konsep Pelayanan Publik 
UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan 
pengertian pelayanan publik sebagai berikut: 
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.” 
 
Jenis pelayanan publik dapat dibedakan menjadi tiga kelompok 
berdasarkan Kep. MENPAN No. 63 Tahun 2003, yaitu: 
a. Kelompok pelayanan administratif; yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik, misalnya 
status kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan suatu barang, 
sertifikat kompetisi. Contoh: KTP, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, 
BPKB, SIM, STNK, IMB, dan lain-lain. 
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b. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, 
misalnya penyediaaan air bersih, tenaga listrik, jaringan telepon dan 
sebagainya. 
c. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya pendidikan, 
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan 
sebagainya. 
Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang bermacam-
macam sehingga terkadang manusia harus berinteraksi dengan manusia lain 
untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, 
terdapat sejumlah kebetuhan yang bisa dipenuhinya sendiri, ada yang 
dipenuhi melalui pasar (private choice), dan ada pula yang hanya dapat 
dipenuhi melalui kebijakan dan kewenangan pemerintah. Pemenuhan 
kebutuhan manusia yang hanya dapat dipenuhi melalui kebijakan dan 
kewenangan pemerintah dapat menimbulkan ketidakadilan apabila 
penyiapannya dilakukan oleh pasar. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan 
ini harus diproses sedemikian rupa agar semua orang memiliki kesempatan 
yang sama untuk menggunakannya. (Ndraha, 2011: 55) 
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2.1. 2  Kualitas Pelayanan Publik 
Mukarom dan Laksana (2015: 79) menjelaskan bahwa pelayanan 
publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kesat mata. 
Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas 
layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi 
kepentingan orang banyak dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat 
dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan 
publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat 
citra postitif pemerintah di mata warga masyarakatnya. 
Sinambela (2014: 6) mengatakan bahwa pelayanan adalah kualitas 
pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak 
definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga 
yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 
menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kinerja, 
keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika dan sebagainya. Secara 
strategik kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan 
atau kebutuhan masyarakat (meeting the needs of customers). 
Dimensi Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) menurut Parasuraman 
dalam Lupiyoadi (2001: 148) dapat dilihat dalam lima dimensi yakni: 
1. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan untuk memberikan 
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 
harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 
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pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 
yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi; 
2. Tangibles, atau bukti fisik yang ditandai dengan kemampuan dalam 
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan 
sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 
pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, toilet, tempat ibadah 
dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan 
(teknologi), serta penampilan pegawainya; 
3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk 
membantu dan memberi pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 
kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 
Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang 
jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam pelayanan; 
4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 
menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 
Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi 
(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 
kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy); 
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5. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 
atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 
memahami keinginan konsumen. Suatu perusahaan diharapkan 
memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 
kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 
pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
2.1. 3  Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 
Penyelenggaraam pelayanan publik oleh pemerintah dalam upaya 
memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak dilakukan begitu saja. Sesuai dengan 
Kep. MENPAN No. 63 Tahun 2003, pelayan publik harus diselenggarakan 
sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut: 
a) Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
b) Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal; (a) persyaratan teknis 
dan administratif pelayanan publik; (b) unit kerja/pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 
pelayanan publik; (c) perincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran. 
c) Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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d) Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan 
sah. 
e) Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum. 
f) Tanggung jawab; pemimpin penyelenggara pelayanan publik/ 
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. 
g) Kelengkapan sarana dan prasarana, seperti prasarana kerja, 
peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
sarana telematika. 
h) Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan 
teknologi telematika 
i) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi pelayanan 
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam 
memberikan pelayanan. 
j) Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas 
pendukung, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-
lain.  
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2.2 Strategi 
2.2 .1  Konsep Strategi 
Kaufman & Wallack dalam Setiyono (2014: 94) menjelaskan strategi 
sebagai konsep yang dikembangkan ahli manajemen dengan mengadopsi 
teknik pertempuran militer. “Strategy means winning the war”. Secara literal, 
strategi berasal dari bahasa Yunani stratos = tentara (army), dan strategos = 
keperwiraan (generalship). Sedangkan secara substansial strategi pada 
awalnya merupakan konsep dan sikap mental untuk membuat seorang 
manajer berpikir-bertindak seperti jenderal komandan perang, dan kemudian 
konsep ini berkembang untuk membantu manajer membuat rencana tindak 
yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Strategi memiliki perbedaan dengan 
taktik (tactics) yang berorientasi untuk mengatasi persoalan (pertempuran) 
terbatas, karena konsep strategi memiliki makna yang lebih komprehensif dan 
dirancang untuk menghadapi “multiple wars” (berbagai pertempuran). 
Bryson (2011: 219) mengemukakan pendapatnya mengenai strategi 
sebagai berikut: 
“Strategy may be thought of as a pattern of purposes, policies, 
programs, projects, actions, decisions, or resource allocations that 
defines what an organization (or other entity) is, what it does, and why 
it does it.” (Strategi dapat dianggap sebagai pola tujuan, kebijakan, 
program, proyek, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang 
membatasi seperti apa suatu organisasi (atau entitas lainnya), apa 
yang dilakukannya, dan mengapa melakukannya.) 
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Pendapat lain mengenai strategi diungkapkan oleh Chandler dalam 
Rangkuti (2006: 3) dalam bahwa: 
“Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 
kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta 
prioritas alokasi sumber daya.” 
 
Selanjutnya, Nawawi (2005: 147) mengemukakan bahwa:  
”Strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai 
kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistemik dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan 
statejik organisasi.” 
 
Sedangkan Salusu (2003: 101) menjelaskan strategi sebagai seni 
seperti berikut:  
”Seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi 
untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan 
lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.” 
 
Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai strategi di atas, dapat 
disimpukan bahwa strategi adalah cara-cara yang dirumuskan secara sistemik 
dengan memperhatikan pengaruh lingkungan yang mampu menjadi faktor 
pendukung dan penghambat dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 
Perumusan strategi ini meliputi penentuan kebijakan, program, tindakan, 
keputusan, atau alokasi sumber daya dalam menjalankan roda organisasi ke 
depannya. 
Manusia dalam manajemen dituntut kemampuannya menilai situasi 
sendiri dan kondisinya sendiri sehingga untuk menetapkan strategi tertentu 
dalam rangka mempertahankan kehidupannya tidak mengalami kekeliruan 
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atau kesalahan, karena jika kebalikannya akan mengalami kerugian dan 
bahkan akan berdampak penderitaan dan penyesalan sepanjang hidupnya 
bagi manusia yang bersangkutan. Persaingan manusia perkembangannya 
sangat cepat dan bervariasi karena senantiasa mengikuti aneka ragam 
kebutuhan. Untuk memenangkan persaingan ini, tuntutannya siapa yang 
memiliki kemampuan mengkombinasikan berbagai elemen seperti ilmu 
pengetahuan, kecakapan, ketepatan, kecepatan, informasi, dan sebagainya 
ke dalam suatu kebulatan tekad yang diistilahkan dengan strategi (Makmur, 
2013: 128). 
Strategi sering disebut juga dengan ‘rencana tindak’ (action plan), yakni 
cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Douglas C. Eadie dalam 
Setiyono (2014: 104) mengatakan bahwa secara umum, strategi meliputi tiga 
hal: accountabilities (memastikan bahwa sasaran akan dicapai), deadlines 
(kapan target-target diharapkan akan terealisir), dan resource reuqirements 
(sumber daya yang diperlukan dalam mencapai target). Secara lebih detail, 
strategi mencakup perencanaan umum terhadap program yang akan 
dilaksanakan pada setiap tahapan, belanja yang akan dilaksanakan, dan 
kebijakan umum yang digunakan (lihat gambar 2.1). 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Cara Kerja Strategi 
Sumber: Setiyono (2014: 104) 
 
Setiyono (2014: 104-105) menjelaskan dalam strategi tercakup juga 
peta jalan (road map) untuk mencapai tujuan, termasuk diantaranya membuat 
check point pada setiap batu pijakan (milestone) untuk mengecek langkah 
yang dilakukan pada tiap tahapan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Untuk itu, dalam setiap milestone tersebut, perlu dibuat kriteria sukses yang 
diharapkan, sebagai landasan untuk mencapai tahapan berikutnya. Apabila 
sekiranya evaluasi pada titik tahapan tertentu tidak sesuai dengan harapan, 
maka mungkin perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya pada 
strategi yang telah dicanangkan.  
 
 
Road Map 
Mission 
Programs, Budget & General Policies 
milestone milestone 
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Hax dan Majluf dalam Salusu (2003: 100-101) mencoba menawarkan 
rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut. 
Strategi: 
a. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral; 
b. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 
sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi 
sumber daya; 
c. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; 
d. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, 
dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan 
ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta 
kelemahannya; 
e. melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi. 
Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun 
dapat berhasil dengan meyakinkan. Bukan saja dipercaya oleh orang lain, 
tetapi memang dapat dilaksanakan. Untuk itu Hatten dan Hatten dalam Salusu 
(2003: 108-109) memberi beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat 
sehingga ia bisa sukses, yakni: 
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1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. 
Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus 
perkembangan dalam masyarakat, dalam lingkungan yang memberi 
peluang untuk bergerak maju. 
2) Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak 
strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan 
strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang. Semua 
strategi hendaknya diserasikan satu dengan yang lain. 
3) Strategi yang efektif hendaknya menfokuskan dan menyatukan semua 
sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. 
Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu 
organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya 
terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak 
menyatu itu justru merugikan posisi organisasi. 
4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan 
kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. 
Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan 
membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi 
kompetitif yang lebih kuat. 
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5) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. 
Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, Anda harus 
membuat sesuatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan. 
6) Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar. 
Memang setiap strategi mengandung risiko, tetapi haruslah berhatihati 
sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke dalam lubang yang besar. 
Oleh sebab itu, suatu strategi harusnya dapat selalu dikontrol. 
7) Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah 
dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan. 
8) Tanda-tanda dari sukesnya strategi ditampakkan dengan adanya 
dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para 
eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.  
2.2 .2  Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 
Upaya mewujudkan penyelengaraan pelayanan yang berkualitas 
dilaksanakan dengan berbagai strategi dalam menyelenggarakan pelayanan 
publik. Menurut Osborne dan Plastrik (2000: 45-49) ada beberapa strategi 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diterapkan pada organisasi 
pemerintahan guna meningkatan kualitas pelayanan yang kemudian disebut 
sebagai ‘Five C’s’ yakni core strategy, consequences strategy, customer 
strategy, control strategy dan culture strategy: 
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1. Strategi Inti (Core Strategy) 
Bagian kritis pertama dari organisasi pemerintahan ialah bagian 
yang menentukan tujuan dari organisasi pemerintahan itu sendiri. Jika 
suatu organisasi tidak jelas tujuannya (atau punya tujuan ganda yang 
saling bertentangan) organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang 
tinggi. 
Strategi yang menjelaskan tujuan organisasi ini disebut sebagai 
strategi inti (core strategy) karena berkaitan dengan fungsi inti dari 
suatu organisasi pemerintahan. Strategi ini membantu dalam 
memperjelas tujuan yang kemudian juga akan memperjelas peran dan 
arah organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Oleh 
karena itu, strategi ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
untuk menciptakan mekanisme baru guna mendefinisikan tujuan dan 
strategi. 
2. Strategi Konsekuensi (Consequnces Strategy) 
Bagian penting kedua dari suatu organisasi pemerintahan adalah 
bagian yang menentukan sistem insentif pemerintah. Insentif yang 
diberikan pada dasarnya akan mendorong seorang pegawai atau 
suatu organisasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. 
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Strategi konsekuensi (consequences strategy) merupakan strategi 
yang berkaitan dengan sistem insentif tersebut. Strategi ini fokus 
dalam menciptakan konsekuensi (baik positif maupun negatif) atas 
kinerja yang dihasilkan. Dengan adanya konsekuensi tersebut akan 
terjadi persaingan yang sehat di antara para pegawai ataupun antara 
penyelenggara pelayanan publik yang lain. 
3. Strategi Pelanggan (Customer Strategy) 
Bagian fundamental berikutnya dari suatu organisasi pemerintahan 
terletak pada accountability (pertanggungjawaban). Sebagian besar 
entitas pemerintah bertanggung jawab kepada pejabat terpilih, yang 
membuat entitas itu, menentukan fungsi mereka, dan mendanai 
mereka. Hal ini membuat entitas pemerintah, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, lebih memperhatikan tuntutan kelompok-
kelompok kepentingan yang terus-menerus menekan para pejabat 
terpilih daripada tuntutan pelanggan. 
Strategi pelanggan (customer strategy) memecah pola ini dengan 
menggeser sebagian pertanggungjawaban kepada pelanggan. 
Penciptaan pertanggungjawaban kepada pelanggan semakin 
menekan organisasi-organisasi pemerintah untuk memperbaiki hasil-
hasil mereka, tidak sekedar mengelola sumber daya mereka. Strategi 
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ini menciptakan informasi (berupa kepuasan pelanggan terhadap 
pelayanan dan hasil-hasil tertentu dari pemerintah) yang sulit untuk 
diabaikan oleh pejabat terpilih, manajer pemerintah, dan pegawai. 
4. Strategi Kontrol (Control Strategy) 
Bagian penting keempat dari suatu organisasi pemerintahan 
terletak pada kekuasaan pengambilan keputusan. Dalam sistem 
birokrasi sebagian besar kekuasaan berada tetap di dekat puncak 
hierarki. Para pejabat terpilih cenderung mempertahankan kekuasaan 
sebanyak mungkin di tangan mereka. Para manajer badan pelaksana 
memiliki kebebasan yang amat terbatas dan keleluasaan mereka 
dihambat oleh instruksi anggaran yang rinci, aturan kepegawaian, 
sistem pengadaan, praktek-praktek auditing, dan sebagainya. 
Pegawai mereka hampir tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil 
keputusan. Akibatnya organisasi pemerintah lebih tanggap pada 
peraturan baru daripada kepada perubahan situasi atau kebutuhan 
pelanggan. 
Strategi kontrol (control strategy) secara signifikan mendorong 
turun kekuasaan pengambilan keputusan melalui hierarki, dan 
kadang-kadang keluar ke kelompok masyarakat. Strategi ini 
memberdayakan pegawai dengan dengan mendorong wewenang 
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pengambilan keputusan, menanggapi pelanggan, dan memecahkan 
masalah ke mereka yang punya pengetahuan lini depan, sebagaimana 
dimiliki oleh beberapa badan pelaksana. 
5. Strategi Budaya (Culture Strategy) 
Bagian kritis terakhir dari suatu orgnanisasi pemerintahan ialah 
bagian yang berkaitan dengan dengan budaya organisasi pemerintah: 
nilai-nilai, norma, sikap, dan harapan pegawai. Budaya sangat 
dipengaruhi oleh keempat bagian lainnya: oleh tujuan organisasi, 
sistem insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur 
kekuasaannya. Apabila unsur-unsur ini berubah, maka budaya juga 
akan berubah. Akan tetapi, seringkali budaya berubah tidak sesuai 
dengan yang diharapkan, kadang-kadang perubahan budaya 
memperkeras resistensi dan kebencian. 
Strategi budaya (culture strategy) menggunakan tiga pendekatan 
untuk membentuk kembali budaya; mereka membentuk kebiasaan, 
perasaan, dan pikiran organisasi. Kebiasaan-kebiasaan baru 
dikembangkan dengan memberikan pengalaman baru (jenis pekerjaan 
baru) dan interaksi dengan orang baru. Penmbentukan perilaku-
perilaku baru ini dilakukan dengan membantu orang lain mengalihkan 
ikatan emosi mereka; harapan, rasa takut, dan impian mereka. Dan 
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mereka mendukung ikatan emosi baru ini dengan membangun misi 
bersama mengenai masa depan, sebuah model mental baru ke mana 
organisasi akan menuju dan bagaimana organisasi tersebut sampai di 
sana. 
John Bryson (2011: 257) selanjutnya merangkum penjelasan David 
Osborne dan Peter Plastrik mengenai tipologi dalam strategi organisasi sektor 
publik sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Tipologi strategi sektor publik 
Type of Strategy Source of Leverage Approaches 
(1) (2) (3) 
Core Strategy Clarifying purpose Use strategic management 
to create clarity of 
directions 
Eliminate functions that no 
longer serve core 
purposes 
Clarify roles by separating 
policymaking and 
regulatory roles from 
service delivery and 
compliance roles; also 
separate service delivery 
from compliance 
Consequence 
Strategy 
Making use of 
Incentives 
Use markets to create 
consequences 
Use competitive contracts 
and benchmarks 
Use-performance oriented 
rewards as incentives 
26 
 
(1) (2) (3) 
Costumer 
Strategy 
Making public 
organizations 
accountable to their 
key stakeholder 
Induce competition 
Offer costumers choice 
Emphasize service quality 
Control Strategy Shifting power away 
from the top and 
center 
Give managers the power 
to manage 
Give frontline employees 
the power to improve 
result 
Give communities the 
power to solve their own 
problem 
Culture Strategy Developing an 
entrepreneurial and 
service-oriented 
culture 
Change habits by 
introducing new 
experiences 
Create emotional bonds 
among employees 
Change employees mental 
models 
 
Sumber: Bryson (2011: 257) 
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2.3 Izin Usaha Perdagangan 
2.3 .1   Pengertian Izin 
Menurut Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge dalam 
Pudyatmoko (2009: 7), izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan 
(izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten 
Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan 
sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu 
pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, 
pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang 
atau pihak yang bersangkutan. 
Atmosudirdjo dalam Pudyatmoko (2009: 7) mengatakan bahwa: 
“izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan 
dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya 
pasal undang-undang yang berbunyi, "Dilarang tanpa izin... 
(melakukan)... dan seterusnya." Selanjutnya, larangan tersebut diikuti 
dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu 
dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, 
disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan 
(juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara.” 
 
Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari 
anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh 
knkknk 
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aparatur yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk 
dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparatur yang 
berwenang menerbitkan izin. 
Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut di 
atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya 
dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 
Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau 
peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya sesesorang atau badan hukum untuk melakukan usaha 
atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan 
adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, 
sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara 
lisan. 
2.3 .2   Pengertian Usaha Perdagangan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2007) kata 'usaha' 
memiliki dua makna. Yang pertama ialah, kegiatan dengan mengerahkan 
tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan 
(perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Yang 
kedua, kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); 
perdagangan; perusahaan. 
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Rachmadi Usman (2005: 5) menjelaskan pengertian usaha dan 
pengusaha sebagai berikut: 
“Usaha adalah setiap tindakan, kegiatan atau perbuatan apapun dalam 
bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 
tujuan memperoleh keuntungan (laba). Pengertian Pengusaha adalah 
setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 
suatu jenis perusahaan.” 
 
Perlu dipahami bahwa dalam suatu negara pengusaha memiliki 
peranan yang besar terutama dalam bidang perekonomian. Setidaknya, para 
pengusaha berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang 
dan jasa pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan 
negara sektor pajak. David McClelland (1961: 98) bahkan mengatakan bahwa 
paling tidak dibutuhkan dua persen pengusaha dari total jumlah penduduk 
agar sebuah negara menjadi makmur dan sejahtera. 
Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha 
mikro kecil menengah, usaha di Indonesia dibedakan ke dalam empat 
kelompok yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menegah, dan usaha besar. 
Kriteria dalam mengelompokkan usaha ini tertuang dalam pasal 6 ayat 1 
sampai 3, yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
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(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
 
 
Sementara yang dimaksud dengan usaha besar dalam undang-undang 
ini adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 
Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
Adapun beberapa pendapat ahli (Ahman dan Indriani, 2007: 22) 
mengenai perdagangan sebagai berikut: 
Menurut Marwati Djoened: 
“Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para 
produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan 
menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui 
mekanisme pasar, dan pasar adalah tempat orang melakukan jual beli.” 
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Menurut Bambang Utoyo: 
“Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari 
suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul 
karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.” 
Menurut Eeng Ahman & Epi Indriani: 
“Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual beli 
antara dua pihak atau lebih.” 
 
Berdasarkan penjelasan mengenai usaha dan perdagangan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
memperoleh keuntungan (laba). Dalam suatu usaha terdapat pengusaha yang 
merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 
tersebut. Sementara perdagangan ialah kegiatan tukar-menukar barang dan 
jasa antara dua pihak atau lebih. Jadi dapat dikatakan bahwa usaha 
perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa yang dilakukan 
oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan. 
2.4 Kerangka Konsep 
Pada dasarnya pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan manusia akan barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif tertentu. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat menimbulkan 
ketidakadilan apabila penyiapannya dilakukan oleh pasar. Oleh karena itu 
dsds 
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dibutuhkan kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk 
menggunakannya. 
Kota Makassar merupakan pusat perdagangan di Kawasan Indonesia 
Timur. Hal ini membuat pemerintah Kota Makassar harus menyelenggarakan 
pelayanan izin usaha perdagangan dengan kualitas yang memadai. Penelitian 
ini berangkat dari adanya indikasi bahwa kualitas pelayanan izin usaha 
perdagangan di Kota Makassar masih perlu untuk ditingkatkan. Kualitas 
pelayanan yang dimaksud dapat dilihat dari berbagai dimensi seperti 
kehandalan (reliability), bukti fisik layanan (tangibles), ketanggapan 
(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) sebagaimana 
diungkapkan oleh Parasuraman. Untuk mempermudah upaya dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, pemerintah memerlukan berbagai 
strategi. Strategi tersebut ialah ‘Five C’s’ yang dikemukakan oleh Osborne dan 
Plastrik. Strategi dirumuskan berdasarkan kebutuhan akan peningkatan 
kualitas izin usaha perdagangan dan diimplementasikan untuk menghasilkan 
peningkatan kualitas itu sendiri.  Berikut ini skema kerangka konsep penelitian 
ini: 
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Gambar 2.2 Skema Kerangka Konsep 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap informasi 
kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna 
dengan cara mendeskripsikan permasalahan secara faktual, sistematik dan 
akurat. 
Melalui pendekatan kualitatif ini, data dan informasi diterjemahkan dan 
diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga realita mengenai manajemen 
pelayanan publik di Kota Makassar dapat terungkap sebagaimana yang 
diinginkan. 
3.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan, dalam hal ini kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar (BPTPM). 
3.3 Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang darinya dapat diperoleh informasi tentang 
segala aspek yang relevan dengan manajemen pelayanan publik di Kota 
Makassar. Tentunya, informan yang dimaksud adalah mereka-mereka yang 
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secara langsung terlibat dalam manajemen pelayanan publik di kota tersebut. 
Secara garis besar, para informan tersebut, antara lain: 
- Kepala BPTPM Kota Makassar 
- Kabid Pelayanan Perizinan BPTPM Kota Makassar 
- Staf Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM Kota Makassar 
- Staf Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
- Pemohon SIUP dan Para Pelaku Usaha Perdagangan  
3.4 Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di lapangan 
dengan sumber data adalah responden yang dijadikan sampel, serta 
pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dan memahami 
permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian. 
b. Data sekunder 
Data Sekunder, yaitu data penelitian yang di peroleh dari Instansi 
terkait, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku-buku 
serta hasil penelitian Ilmiah yang di anggap relevan dengan masalah 
dan tujuan penelitian. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 
penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Wawancara; yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui tentang kondisi objektif dari proses penyusunan 
dan segala hal yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik di 
daerah yang dimaksud dalam penelitian ini. 
b. Observasi; yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh 
data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.  
c. Dokumentasi; yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen 
pelayanan publik. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
d. Penelusuran Data Online, yaitu mencari dan memperoleh data yang 
berhubungan dengan penelitian dengan mengakses internet. 
3.6. Definisi Operasional 
Definisi operasional dibuat dengan tujuan mengoperasionalkan 
konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian agar dapat diukur dalam 
menjawab masalah. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman 
terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka 
dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:  
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1. Strategi adalah cara-cara yang dirumuskan secara sistemik meliputi 
penentuan kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi 
sumber daya dengan memperhatikan pengaruh lingkungan dalam 
upaya pencapaian tujuan organisasi. 
2. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat 
akan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang dilakukan oleh 
pemerintah atau badan lainnya yang disepakati dalam undang-undang 
sebagai penyelenggara pelayanan publik. 
3. Izin usaha perdagangan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya pengusaha untuk melakukan usaha atau kegiatan 
perdagangan tertentu. Dokumen ini selanjutnya disebut sebagai Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4. Standard Operational Procedure (SOP) Makro pelayanan SIUP di 
BPTPM Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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3.7 Teknik Analisis Data 
Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang 
berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam 
bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi 
dari para informan yang selanjutkan dideskripsikan dan diinterpretasi serta 
disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar 
4.1 .1  Sejarah Kota Makassar 
Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab 
Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu 
daerah taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi 
Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar 
mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari 
pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, 
serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. 
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan 
di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia 
Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas 
yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan 
perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak 
monopoli di kota tersebut. 
Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun 
Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk 
agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di 
Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi 
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orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku 
dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa 
dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja 
Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan 
Sultan Awalul Islam, Raja Tallo). 
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya 
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli 
perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada 
tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan 
beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap 
kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang 
terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah 
berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa 
koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) 
terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani Perjanjian Bongaya. 
Setelah kemerdekaan, Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah 
otonom berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana 
yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar selanjutnya menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
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Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah 
Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Adapun nama – nama Kepala Pemerintahan Kota Makassar sebagai 
berikut: 
a. Sampara Dg. Lili (1951-1952) 
b. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957) 
c. M. Junus Dg. Mile (1957-1959) 
d. Latif Dg. Massikki (1959-1962) 
e. H. Arupala (1962-1965) 
f. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976) 
g. Kol. Abustam (1976-1982) 
h. Kol. Jancy Raib (1982-1988) 
i. Kol. Suwahyo (1988-1993) 
j. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999) 
k. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004) 
l. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - 2008) 
m. Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi (2008 - 2009)  
n. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 - 2014) 
o. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (2014 sampai Sekarang) 
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Tahun 2015 Kota Makassar telah berusia 408 tahun sesuai Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar 
tanggal 9 November 1607, hal tersebut hasil dari semua elemen masyarakat 
Kota Makassar mulai dari Budayawan, Pemerintah, dan Masyarakat yang 
mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar. 
Diusianya yang ke-408 ini, Kota Makassar tumbuh menjadi sebuah kota 
metropolitan yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah dan pusat 
pelayanan di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan, Kota 
Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan 
industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan 
penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan 
dan kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan letak 
geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan 
penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi barang/jasa atau 
penumpang yang ditunjang dengan sumber daya manusia, serta fasilitas 
pelayanan penunjang lainnya. 
4.1 .2   Letak dan Kondisi Geografis 
Perkembangan Kota Makassar tidak dapat dipisahkan dengan posisi 
strategisnya secara geografis pada bentangan Selat Makassar. Sejarah 
mengungkapkan bahwa Makassar sejak dahulu menjadi tempat pertemuan 
pedagang-pedagang internasional dari berbagai bangsa. Hal ini mendorong 
Makassar menjadi kota niaga di wilayah timur yang tumbuh dan berkembang 
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pesat. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan 
Timur Indonesia dan dari Utara ke wilayah Selatan Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Makassar 
Wilayah kota Makassar berada pada koordinat 119°24’17’38” Bujur 
Timur dan 5°8’6’19” Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 
1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai 
yang datar dengan kemiringan 0-5° ke arah barat, diapit dua muara sungai 
yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan Sungai 
Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Sedangkan batas-batas wilayah 
Kota Makassar, yaitu: 
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- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
-Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 
175,77 KM2 daratan yang meliputi 14 kecamatan dan 11 pulau di Selat 
Makassar dengan luas wilayah perairan sekitar 100 KM2. Setiap kecamatan di 
Kota Makassar kemudian dibagi ke dalam beberapa kelurahan yang secara 
keseluruhan berjumlah 143 kelurahan. Wilayah daratan Makassar dirinci 
menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Persentasenya Terhadap Luas 
Kota, Jumlah kelurahan, dan Penduduk Kota Makassar Tahun 2014 
No. Kecamatan 
Luas 
Wilayah 
(KM2) 
Persentase 
Terhadap 
Luas Kota 
Jumlah 
Kelurahan 
Jumlah 
Penduduk 
(jiwa) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Mariso 1,82 1,04 9 59.612 
2. Mamajang 2,25 1,28 13 65.824 
3. Tamalate 20.21 11,50 10 165.979 
4. Rappocini 9,23 5,25 10 156.427 
5. Makassar 2,52 1,43 12 67.088 
6. Ujung Pandang 2,63 1,50 10 31.365 
7. Wajo  1,99 1,13 8 38.214 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
8. Bontoala 2,52 1,19 14 90.900 
9. Ujung Tanah  5,94 3,38 12 52.532 
10. Tallo  5,83 3,32 15 147.224 
11. Panakukang  17,05 9,70 11 147.659 
12. Manggala,  24,14 13,73 6 108.185 
13. Biringkanaya  48,22 27,43 7 140.691 
14. Tamalanrea. 31,85 18,12 6 97.530 
Total 175,77 143 100,00 1.370.080 
Sumber: Makassar dalam Angka 2014 
4.1 .3   Kondisi Perdagangan di Kota Makassar 
Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar, kegiatan ekonomi juga 
semakin pesat, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan 
perdagangan yang sekarang jumlahnya telah mencapai 6.533 unit usaha yang 
terdiri dari 1279 perdagangan besar, 794 perdagangan menengah, dan 4399 
perdagangan kecil. Kawasan perdagangan utama di Kota Makassar berada di 
Pasar Sentral sebagai pusat dan wilayah Panakkukang sebagai sub pusat 
pelayanan. Selain itu, di Kota Makassar juga telah berdiri berbagai pusat 
perbelanjaan modern yang juga menjadi pusat perdagangan di Kota Makassar 
diantaranya, Trans Studio Mall, Mall Ratu Indah, Makassar Trade Centre, Mall 
Panakkukang, dan lain-lain. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 
percerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang di definisikan sebagai 
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keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu 
tahun di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB tahun 2013, 
nilai PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp. 
58.802,552 Miliar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2013, nilainya 
sebesar 21.327,227 Miliar. 
Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor 
dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase 
suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam 
perekonomian daerah. Berikut adalah persentase sektor dari struktur ekonomi 
kota Makassar: 
Tabel 4.2 Struktur Ekonomi Kota Makassar Tahun 2012 dan 2013 
No. Lapangan Usaha 2012 (%) 2013 (%) 
1. Pertanian 0,59 0,55 
2. Pertambangan/Penggalian 0,00 0,00 
3. Industri Pengolahan 17,83 17,11 
4. Listrik, Gas, dan Air 1,71 1,66 
5. Bangunan 7,59 7,86 
6. Perdagangan 29,36 29,38 
7. Angkutan dan Komunikasi 15,24 15,28 
8. Bank dan Lembaga Keuangan 11,29 12,07 
9. Jasa-Jasa 16,37 16,09 
Sumber: Makassar dalam Angka 2014 
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Dari di atas dapat kita lihat bahwa sektor perdagangan memberikan 
sumbangsih yang yang sangat besar terhadap PDRB Kota Makassar terutama 
pada tahun 2012 dan tahun 2013. Selain itu, persentase sektor perdagangan 
dalam struktur ekonomi Kota Makassar merupakan salah satu dari dua sektor 
yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013, yakni dari angka 
29,36% ke angka 29,38%. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa sektor 
perdagangan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian 
Kota Makassar. 
4.1 .4   Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar 
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota 
Makassar sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Tahun 2014-2019 
adalah sebagai berikut: 
Visi: 
“Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua Pelaku 
Usaha dan Investor Baik Dalam Maupun Luar Kota“ 
Misi: 
1. Merekonstruksi Nasib Rakyat menjadi Masyarakat Sejahtera Standard 
Dunia; 
2. Merestorasi Tata Ruang Kota menjadi Kota Nyaman Kelas Dunia; 
3. Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia 
Bebas Korupsi; 
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4.2 Gambaran Umum Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) Kota Makassar 
4.2 .1  Sejarah BPTPM Kota Makassar  
• Pada tahapan awal pemberian izin dalam lingkup Kota Makassar masih 
dilaksanakan oleh instansi tekhnis masing-masing, dan untuk 
pelayanan izin SITU (HO) berada pada bagian perekonomian 
Sekretariat Daerah Kota madya Ujung Pandang.   
• Pada tahun 2001 dibentuk Kantor Pesat ( Pelayanan Satu Atap) 
mekanisme pemberian izin diatur melalui keputusan Walikota Makassar 
No.32 Tahun 2001 yang mana pemberian izin dalam Kota Makassar 
berawal pada Kantor Pesat dan pada saat itu penandatanganan izin 
masih dilakukan oleh Bapak Walikota. 
• Pada tahun 2002 melalui Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah dibentuk Kantor Pelayan Perizinan dan 
Mekanisme pemberian izin dalam Kota Makassar diatur dengan 
Keputusan Walikota Makassar No.03 Tahun 2002 tentang Penetapan 
Kembali Tata Cara Pemberian Izin dalam Kota Makassar dan 
Keputusan Walikota Makassar No.40 tentang Tata Cara Pemberian izin 
dibidang Perindustrian dan Perdagangan, Ketenagakerjaan dan izin 
kklp 
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operasional perfileman Percetakan dan grafika. Pada Keputusan 
Walikota Makassar ini Kepala Kantor Pelayanan Perizinan diberikan 
Kewenangan untuk menandatangani perizinan dalam Kota Makassar. 
• Pada Tahun 2005 dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar 
No.13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan maka Kantor 
Pelayanan Perizinan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan (KPAP)  
• Pada Tahun 2005 diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar No.14 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota 
Makassar, mekanisme Pemberian izin berawal dan berakhir pada 
Kantor Pelayanan Perizinan. 
• Selanjutnya pada tahun 2009 pembentukan Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan (KPAP) diatur berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan 
susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran 
Daerah Kota Makassar nomor 3 Tahun 2009), kemudian 
dikeluarkannya Perda Kota Makassar no. 7 tahun 2013 tentang 
perubahan atas Perda no. 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan 
susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar.  
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• Pada Tahun 2014 Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Paraturan 
walikota no. 8 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan perizinan 
dan non-perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) 
• Pada Tahun 2014 dalam rangka peningkatan perizinan dan non-
perizinan dan mengoptimalkan pelayanan publik maka dikeluarkannya 
Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian 
izin pada Pemerintah Kota Makassar.   
4.2 .2 Eksistensi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) Kota Makassar 
4.2 .2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPTPM 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang 
di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) dan Peraturan 
Walikota Nomor 20 tentang Tata Cara Pemberian Izin di Kota Makassar. 
Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota 
Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan terpadu dan 
Penanaman modal, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : 
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A. Tugas pokok BPTPM Kota Makassar: 
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota 
Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
B. Fungsi BPTPM Kota Makassar :  
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan penanaman modal 
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan di 
bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal 
c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penananman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan perizinan 
dan non perizinan di bidang penanaman modal ; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerinthan daerah di 
bidang perizinan dan non perizinan ; 
d. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi, 
pemrosesan/pengolahan dan pelaporan penyelenggaran perizinan 
dan non perizinan ; 
e. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian 
atas pengaduan ; 
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f. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal ; 
g. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis 
perizinan melalui Tim teknis 
h. Perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan 
pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya ; 
i. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya ; 
j. Pelaksanaan kesekretariatan ; 
k. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
4.2 .2.2 Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPTPM 
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi 
pemerintah, harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, 
antisipatif serta produktif. Suatu gambaran yang menantang keadaan masa 
depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar adalah 
“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif bagi Ssemua Melalui 
Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal yang Berkelas Dunia”. 
54 
 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat 
terlaksana dan berhasil dengan baik. 
Adapun Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan Standar dan Mutu Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal yang TransParan, Akuntabel dan Bebas Korupsi 
b. Tujuan : ”Peningkatan Investasi melalui percepatan Pelayanan 
Perizinan” 
c. Modernisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui 
Penerapan Teknologi Informasi 
d. Tujuan : ”Mempermudah Akses Informasi tentang Penanaman Modal 
melalui percepatan pelayanan perizinan secara online” 
e. Meningkatkan Kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan 
Sistem Reward and Punishment.  
f. Tujuan : ”Peningkatan SDM Aparatur dalam meningkatkan mutu 
pelayanan perizinan” 
g. Optimalisasi Potensi Daerah untuk Peningkatan Daya Saing Investasi. 
h. Tujuan: ”Meningkatkan Promosi dan Daya saing investasi guna 
menarik para investor baik dalam maupun luar negeri”. 
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Tabel 4.3 Perumusan Visi BPTPM 
NO Perwujudan Visi Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi 
1 2 3 4 
1 Terwujudnya Iklim 
Investasi Yang Kondusif 
Bagi Semua Melalui 
Penyelenggaraan 
Perizinan Dan 
Penanaman Modal Yang 
Berkelas Dunia 
a. Meningkatkan Standar 
dan Mutu Pelayanan 
Perizinan dan 
Penanaman Modal 
yang TransParan, 
Akuntabel dan Bebas 
Korupsi 
b. Modernisasi 
Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman 
Modal melalui 
Penerapan Teknologi 
Informasi 
c. Meningkatkan 
Kompetensi Aparatur 
BPTPM melalui 
penerapan Sistem 
Reward and 
Punishment. 
d. Optimalisasi Potensi 
Daerah untuk 
Peningkatan Daya 
Saing Investasi 
Mewujudkan satndar 
dan mutu pelayanan 
perizinan 
Sumber: Rencana Strategis BPTPM Kota Makassar Tahun 2014-2019 
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4.2 .2.3 Struktur Organisasi BPTPM 
Adapun struktur organisasi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar dapat dilihat pada Gambar 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPTPM 
4.2 .3    Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM 
4.2 .3.1 Uraian Tugas Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM 
A. Subbidang Informasi dan Pengaduan 
Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Subbidang Informasi dan 
Pengaduan terdiri dari: 
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a. Petugas Pelayanan Informasi, bertugas untuk: 
o mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan; 
o memberikan informasi terkait perizinan; 
o melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
o melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
b. Petugas Pelayanan Pengaduan, bertugas untuk: 
 
o mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan; 
o menerima semua bentuk pengaduan yang berhubungan dengan 
pemberian perizinan; 
o mengevaluasi segala bentuk pengaduan berdasarkan jenis 
pengaduan yang disampaikan; 
o meaksanakan komunikasi perihal bentuk pengaduan yang 
memerlukan tanggapan Tim tehnis; 
o menyusun konsep pemecahan permasalahan dalam upaya 
penyelesaian pengaduan perizinan yang disampaikan masyarakat; 
o melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
o melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
 
 
58 
 
B. Subbidang Pendaftaran dan Penyerahan Izin 
Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Subbidang Pendaftaran 
dan Penyerahan Perizinan terdiri dari : 
a. Pengadministrasi Penelitian Berkas Izin, bertugas untuk: 
o mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;  
o memberikan informasi layanan perizinan yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku;  
o menerima berkas permohonan perizinan yang telah memenuhi 
persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; 
o memberikan  formulir permohonan perizinan kepada pemohon 
untuk diisi dan ditandatangani; 
o memilah-milah berkas permohonan perizinan sesuai jenisnya; 
o memberikan bukti pendaftaran permohonan perizinan yang telah 
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; 
o meneruskan berkas permohonan kepada pengelola administrasi 
izin sesuai dengan bidang tugasnya; 
o menelaah peraturan perundang-undangan dan surat keputusan 
lainnya dibidang pelayanan perizinan; 
o melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
o melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
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b. Petugas Pelayanan Pengaduan, bertugas untuk: 
o mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan; 
o menerima semua bentuk pengaduan yang berhubungan dengan 
pemberian perizinan;  
o mengevaluasi segala bentuk pengaduan berdasarkan jenis 
pengaduan yang disampaikan; 
o melaksanakan komunikasi perihal bentuk pengaduan yang 
memerlukan tanggapan secara tehnis pada instansi teknis terkait; 
o menyusun konsep pemecahan permasalahan dalam upaya 
penyelesaian pengaduan perizinan yang disampikan masyarakat; 
o melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
o melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
c. Administrator LAN dan Website, bertugas untuk: 
o mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan; 
o memberikan informasi tentang pelayanan perizinan melalui media 
elektronik; 
o melakukan ubah-suai (update) data layanan secara elektronik;  
o memelihara jaringan layanan elektronik serta jaringan LAN; 
o mencegah gangguan yang dilaksanakan oleh pihak luar (hacker) 
yang dapat merusak sistem jaringan elekronik pelayanan perizinan; 
o melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
o melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
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4.2 .3.2 Daftar Inventaris 
Dalam menjalankan tugas pelayanan, dukungan sarana dan prasaran 
bagi bidang pelayanan perizinan BPTPM Kota Makassar sangat dibutuhkan. 
Berikut adalah daftar inventaris yang mendukung berjalannya pelayanan: 
Tabel 4.4 Daftar Inventaris di Ruangan Pelayanan Perizinan BPTPM 
Nama Barang/ 
Jenis Barang 
Merek Kode Bahan 
Jumlah 
Barang 
AC 2 PK Daikin Fiber 6 
TV LG Fiber 3 
Kulkas Polytron Fiber 1 
Komputer all in one Asus Fiber 7 
Komputer Apple Fiber 6 
Print Laserjet HP P1002 Fiber 1 
Print Laserjet 
(Hibah SIPS) 
Fuji Xerox Fiber 1 
UPS Stabilizer Montero Fiber 1 
Kursi Pimpinan  Plastik 6 
Meja ½ Biro Orange 
(Hibah SIPS) 
Lokal Kayu 12 
Meja ½ Biro Lokal Kayu 1 
Meja Pimpinan Lokal  Kayu  
Kursi Kerja Chitose Besi 10 
Lemari Buku  Kayu 1 
Lemari 2 Pintu Lokal Kayu 2 
Lemari 2 Pintu Brother Besi 2 
Rak Dorong  Kayu 1 
Rak Server  Besi 1 
Papan Antrian  Fiber 1 
Mesin Antrian  Fiber 1 
 
4.2 .3.3 Keadaan Pegawai Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM 
Jumlah pegawai bidang pelayanan perizinan berjumlah 21 orang, 
dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Daftar pegawai Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM 
NO NAMA NIP GOL 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
1 
Bidang Pelayanan Perizinan 
A. M. Gari Baldi Azis, S.E 
19650801198512 1 001 III/d S1 
1 
Subbidang Informasi dan Pengaduan 
A. Elias, S.Sos, M.Si  
19650201 199312 1 002 III/c S2 
2 Dra. Hernawati 19660401 200701 2 016 III/c S1 
3 Rahmawati. AS, SE 19781101 201001 2 016 III/b S1 
4 Andi Wahyu Rasyid Azis,SE 19880306 201001 1 003 III/b S1 
5 Fausiah, S.E, M.Si KONTRAK - S2 
6 Hasruni, A.Md. Kom KONTRAK - DIII 
7 Ismirawati, S.E KONTRAK - S1 
8 Muhammad Asry KONTRAK - SMA 
9 Hardiyanti Angkayani, S.Pt KONTRAK - S1 
1 
Subbidang Pendaftaran dan 
Penyerahan Perizinan 
Drs. A. Pangerang. P 
19690822 199009 1 001 III/d S1 
2 Fadly Nur, S.E, MM 19761211 200312 1 006 III/d S2 
3 Andi Idiawati, S.Sos, M.AP 19730811 199402 1 001 III/c S2 
4 Muh. Haris, S.E 19721219 199803 1 006 III/a S1 
5 Muhammad Ari Fadli, S.Stp 19900120 201010 1 002 III/a S1 
6 Anggi Angreni, S.E KONTRAK - S1 
7 Dian Eka Putri KONTRAK - SMA 
8 Yunita, A.Md KONTRAK - DIII 
9 Lenni M. Basri, SH KONTRAK - S1 
10 Henny Saranga, ST KONTRAK - S1 
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPTPM 
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4.2 .3.4 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Berdasarkan pasal 6 Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 
terdapat beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh BPTPM, yakni: 
(1) Pelayanan Perizinan Wajib Retribusi, meliputi: 
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
b. Izin Gangguan 
c. Izin Trayek 
d. Izin Usaha Perikanan 
e. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
(2) Pelayanan Perizinan yang Tidak Wajib Retribusi 
a. Izin Usaha Jasa Konstruksi 
b. Izin Usaha Perdagangan 
c. Izin Usaha Industri 
d. Izin Usaha Reklame 
e. Izin Sarana Kesehatan 
f. Izin Penyelenggaraan Latihan dan Pembentukan Kerja Khusus 
g. Izin Lingkungan 
h. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 
(3) Pelayanan Non Perizinan 
a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
b. Tanda Daftar Usaha Perusahaan 
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c. Tanda Daftar Usaha Industri 
d. Tanda Daftar Gudang 
4.2 .3.5 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP 
Berdasarkan pasal 18 Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 
untuk dapat memiliki SIUP, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPTPM, dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
I. Untuk SIUP Baru: 
1. Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas: 
a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah 
dilegalisir pejabat berwenang 
b. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan 
Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah 
dilegalisir pejabat berwenang 
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Direktur Utama 
Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya 
d. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga 
e. Fotocopy Izin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya 
f. Fotocopy sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir 
pejabat berwenang 
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g. Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli 
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan 
bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari satu 
dan fotocopy rangkap satu 
h. Pas foto berwarna Penanggung Jawab/ Direktur ukuran 3x4 cm (3 
lembar) 
2. Perusahaan Berbadan Hukum Kooperasi 
a. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi yang telah dilegalisir pejabat 
berwenang 
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab atau Pengurus 
Koperasi, dengan menunjukkan aslinya 
c. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga 
d. Fotocopy Izin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya 
e. Fotocopy sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir 
pejabat berwenang 
f. Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli 
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan 
bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari satu 
dan fotocopy rangkap satu 
g. Pas foto berwarna Penanggung Jawab/ Pengurus Koperasi ukuran 3x4 
cm (3 lembar) 
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3. Perusahaan Berbadan Hukum CV/Firma 
a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada 
Pengadilan Negeri yang telah dilegalisir pejabat berwenang 
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab atau Pemilik, 
dengan menunjukkan aslinya 
c. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga 
d. Fotocopy Izin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya 
e. Fotocopy sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir 
pejabat berwenang 
f. Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli 
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan 
bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari satu 
dan fotocopy rangkap satu 
g. Pas foto berwarna Penanggung Jawab/ Pemilik ukuran 3x4 cm (3 
lembar) 
4. Perorangan/Usaha Dagang 
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Usaha, dengan menunjukkan 
aslinya 
b. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga 
c. Fotocopy Izin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya 
d. Fotocopy sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir 
pejabat berwenang 
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e. Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli 
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan 
bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari satu 
dan fotocopy rangkap satu 
f. Pas foto berwarna Pemilik Usaha ukuran 3x4 cm (3 lembar) 
5. SIUP Cabang 
a. Fotocopy Akta Pendirian Cabang yang telah dilegalisir oleh Pejabat 
Berwenang 
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab atau Pemilik, 
dengan menunjukkan aslinya 
c. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga 
d. Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab Kantor Cabang 
e. Fotocopy Izin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya 
f. Fotocopy SIUP kantor pusat yang telah dilegalisir pejabat berwenang 
g. Fotocopy sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir 
pejabat berwenang 
h. Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli 
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan 
bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari satu 
dan fotocopy rangkap satu 
i. Pas foto berwarna Penanggung Jawab/ Pemilik ukuran 3x4 cm (3 
lembar) 
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II. Untuk Perpangajangan Pendaftaran Ulang 
a. Fotocopy SIUP dengan menunjukkan aslinya 
b. Fotocopy KTP Perusahaan Penanggung Jawab/Pemilik kegiatan 
usaha dengan menunjukkan aslinya 
c. Fotocopy Izin gangguan yang Masih berlaku dengan Menunjukkan 
Aslinya 
d. Untuk Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas menyertakan 
Neraca Perusahaan Tahun Terakhir 
Selanjutnya, dalam pasal 30 Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, dijelaskan bahwa tata cara penerbitan SIUP adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan kepada 
Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan 
melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan 
b. Badan melakukan penelitian dokumen atau persyaratan administrative 
pemohon, apabila: 
1. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka dokumen permohonan 
diteruskan untuk mendapat kajian teknis 
2. Apabila dokumen tidak lengkap, maka permohonan akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 
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c. Tim Teknis pada Badan melakukan peninjauan lapangan dengan 
memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis perizinan yang 
akan dimohonkan 
d. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara 
Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran 
rekomendasi 
e. Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala SKPD 
Teknis yang berisi terpenuhinya syarat teknis perizinan dana tau tidak 
terpenuhinya syarat teknis perizinan yang dimohonkan izin dalam 
rangka penandatanganan rekomendasi oleh kepala SKPD 
f. Rekomendasi Kepala SKPD Teknis disampaikan kepada Kepada 
Badan melalui Tim Teknis untuk proses penerbitan izin oleh Kepala 
Badan 
g. Proses penandatanganan izin oleh kepala badan 
h. Penyerahan izin kepada pemohon 
4.3 Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota 
Makassar 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), 
menyelenggarakan pelayanan publik sebagai salah satu unit penyelenggara 
pelayanan publik dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Salah satu jenis 
layanan yang diselenggarakan oleh BPTPM adalah pelayanan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP). Kota Makassar merupakan kota dengan jumlah 
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pelaku usaha perdagangan yang cukup tinggi, sehingga pelayanan SIUP ini 
pun harus diselenggerakan dengan kualitas yang memadai. 
Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan SIUP yang 
diselenggarakan oleh BPTPM, kita dapat melihatnya dari lima dimensi Kualitas 
Pelayanan Publik (SERVQUAL) yakni sebagai berikut sebagai berikut: 
4.3 .1  Kehandalan (Reliability) 
Ketepatan waktu adalah hal pertama yang bisa kita lihat terkait dimensi 
ini dalam pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar. Pelayanan SIUP di 
BPTPM Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan Standard Operational 
Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelayanan SIUP. SOP dan SP 
ini dengan jelas menjanjikan bahwa pelayanan SIUP, mulai dari pendaftaran 
hingga terbitnya SIUP, harus selesai paling lambat dalam tiga hari kerja. 
Namun berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, hanya sebagian 
kecil SIUP yang terbit tepat waktu mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 
tanggal 5 April 2016. Beberapa SIUP bahkan baru terbit setelah 30 hari kerja. 
Hal serupa terjadi pada salah satu narasumber yang diwawancarai oleh 
penulis, Ashar Khusmar, pemilik usaha perdagangan mobil Aliyah Motor, yang 
menyatakan bahwa: 
“SIUP saya baru terbit dua minggu setelah saya memasukkan berkas 
saya” (Minggu, 10 April 2016) 
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Keterlambatan instansi taknis dalam melakukan ferivikasi teknis 
merupakan hal yang menjadi kendala sehingga BPTPM seringkali gagal 
dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP dan SP. Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi teknis yang melakukan 
ferivikasi teknis terhadap berkas pemohon SIUP. Apabila rekomendasi hasil 
ferivikasi teknis dari tim teknis yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan terlambat, BPTPM juga terpaksa harus terlambat dalam 
menerbitkan SIUP pemohon. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM, 
A.M Gari Baldi Azis, mengatakan bahwa: 
“Prosedur penerbitan SIUP dalam SOP dan Standar Pelayanan 
memang melibatkan dua instansi. Kalau di BPTPM kami selalu 
berupaya untuk tepat waktu. Pada saat pendaftaran izin kami tidak 
pernah memproses berkas pemohon lebih dari satu hari. Ketika 
rekomendasi tim teknis sudah ada, izin kami tindaklanjuti dengan waktu 
tidak pernah lebih dari satu hari.” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Hakim, salah satu staff bidang perdagangan di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala teknis yang 
seringkali ditemui di lapangan sehingga ferivikasi teknis membutuhkan waktu 
yang lama, seperti sebagai berikut: 
“Banyak persoalan yang seringkali ditemui saat ferivikasi teknis, 
misalnya saja ada dokumen yang tidak lengkap (tidak sesuai) harus 
terlebih dahulu kita suruh lengkapi, atau mungkin jenis kegiatan 
usahanya berubah, berpindah alamat, pergantian pimpinan 
perusahaan dan kendala-kendala teknis lainnya. Hal ini yang membuat 
ferivikasi teknis terkadang berlangsung lama” (Senin, 2 Mei 2016) 
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Penggambaran di atas menunjukkan bahwa pemerintah kota 
Makassar, dalam hal ini BPTPM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
belum mampu mampu menepati ketentuan waktu terbitnya SIUP. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya kendala teknis yang seringkali dihadapi pada saat 
ferivikasi teknis di lapangan. 
Hal kedua yang dapat kita lihat dari dimensi kehandalan (Reliability) 
adalah kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan dari para pegawai di bidang 
pelayanan perizinan juga masih tergolong kurang. Petugas seringkali 
terlambat berada di tempat pelayanan ketika sudah memasuki waktu 
bertugas. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM Kota 
Makassar, A.M Gari Baldi Azis, yang mengatakan bahwa: 
“Masih banyak perilaku pegawai yang sebaiknya diubah, diantaranya 
karena mereka masih kurang disiplin, kurang melayani, dan kurang 
tepat waktu” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Beberapa pegawai bahkan seringkali tidak hadir tanpa keterangan. 
Terkhusus di bulan September 2015, terdapat delapan orang pegawai yang 
masuk  ke  dalam  daftar  merah  karena  tidak  hadir  lebih  dari  lima  kali  
dalam bulan  tersebut.  Gambaran  mengenai  kehadiran  petugas  dapat  kita  
lihat  dalam  daftar  hadir  pegawai  untuk  bulan  Mei – September  2015  
sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 Presensi Pegawai BPTPM Bulan Mei – September 2015 
NO Bulan 
Jumlah Ketidakhadiran 
Tanpa Keterangan 
Jumlah Pegawai 
Masuk Daftar Merah 
1 Mei 22 0 
2 Juni 72 5 
3 Juli 35 2 
4 Agustus 7 0 
5 September 135 8 
Sumber: Sub Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar 
Uraian di atas menunjukkan bahwa masih banyak SIUP yang terbit 
lebih dari tiga hari kerja sebagaimana yang tercantum dalam SOP dan SP 
pelayanan SIUP. Selain itu, kedisiplinan para pegawai juga masih belum 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar dalam dimensi Reliability masih 
belum baik. 
4.3 .2  Bukti Fisik Layanan (Tangibles) 
Hal pertama yang dapat kita lihat dari dimensi bukti fisik layanan 
(tangibles) adalah penampilan dari para petugas di BPTPM Kota Makassar 
dalam menyelenggarakan pelayanan SIUP. Penampilan para petugas di 
BPTPM terutama di bidang pelayanan perizinan sudah baik dan sudah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Setiap petugas mengenakan kemeja, celana 
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kain atau rok, dan sepatu pantofel. Kemeja yang digunakannya pun seragam 
setiap harinya, yakni pakaian dinas warna khaki pada hari Senin dan Selasa, 
kemeja putih pada hari Rabu, dan batik pada hari Kamis dan Jumat. Kerapihan 
dan keseragaman petugas ini tentu saja memberikan pengaruh positif 
terhadap pelayanan SIUP bagi para pemohon. Hal ini juga sesuai dengan 
yang dikatakan oleh salah satu pemohon SIUP, Mashadi pemilik badan usaha 
dengan nama Toko Jawa Timur: 
“Setiap petugas yang ada berpakaian seragam, ini sangat membantu 
saya untuk mengetahui yang mana petugas dan yang mana bukan.” 
(Minggu, 10 April 2016) 
 
Penampilan petugas tersebut sudah sesuai dengan Instruksi Walikota 
Makassar Nomor 025/07/Ortala/II/2016 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis 
Mutandis Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
Sebagaimana Telah Diubah dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016. 
Secara lebih spesifik penampilan petugas dalam instruksi walikota ini diatur 
dalam instruksi ke-3 yang berbunyi: 
“Jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai pada hari 
Senin dan Selasa, Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih dipakai 
pada hari Rabu, dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dipakai pada 
hari Kamis dan Jumat” 
 
Fasilitas fisik atau sarana prasarana adalah ketampakan fisik lain yang 
dapat mempengaruhi kualitas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar. 
Terdapat cukup banyak fasilitas fisik yang digunakan di bidang pelayanan 
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perizinan BPTPM Kota Makassar dalam menunjang pelayanan SIUP. Fasilitas 
pertama ialah jumlah loket SIUP yang berjumlah enam loket yang masing-
masing dilengkapi oleh sebuah perangkat computer untuk menginput data 
para pemohon sehingga membuat para pemohon SIUP tidak perlu mengantri 
terlalu lama. Adapun mesin antrian dan papan antrian yang berguna untuk 
menertibkan antrian para pemohon. Selanjutnya, ruangan pelayanan 
perizinan pun menjadi sejuk dengan adanya enam buah AC di dalam ruangan 
tersebut. Selain itu, ruangan pelayanan perizinan juga dilengkapi dengan 
kamar kecil dan ruang menyusui bagi para ibu menyusui. Bahkan tepat di 
sebelah kiri gedung BPTPM terdapat sebuah masjid yang digunakan oleh para 
pemohon untuk beribadah. Untuk memberikan informasi awal kepada para 
pemohon, BPTPM juga menyediakan dua buah TV di ruangan ini yang terus 
menayangkan profil BPTPM, program, jenis layanan, dan syarat-syarat yang 
diperlukan untuk setiap jenis layanan. Daftar fasilitas fisik yang digunakan di 
bidang pelayanan perizinan BPTPM dapat dilihat pada tabel 4.5 di atas. 
 Pemaparan di atas secara jelas telah menggambarkan bahwa BPTPM 
memiliki sarana prasarana yang sudah cukup baik untuk menunjang kualitas 
pelayan SIUP. Akan tetapi, masih terdapat sedikit kekurangan yakni tidak 
adanya fasilitas bagi para penyandang disabilitas. 
Hal terakhir yang dapat kita lihat dari dimensi bukti fisik layanan 
(tangibles) adalah penataan ruangan. Berbagai fasilitas fisik yang dimiliki oleh  
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BPTPM di ruangan pelayanan perizinan telah di tata dengan sangat baik. 
Penataan ruangan ini dapat kita lihat pada denah ruangan pelayanan 
perizinan pada gambar 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3. Denah Ruangan Pelayanan Perizinan 
4.3 .3  Ketanggapan (Responsiveness) 
Ketanggapan (responsiveness) petugas dapat dilihat salah satunya dari 
kesediaan petugas dalam membantu dan menjawab semua pertanyaan-
pertanyaan dan keluhan pemohon SIUP. Dalam struktur organisasi BPTPM 
Kota Makassar, sub bidang informasi dan pengaduan merupakan bagian dari 
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struktur BPTPM yang memiliki peranan besar dalam memberikan tanggapan 
terhadap setiap pertanyaan dan keluhan. Salah satu petugas subbidang ini, 
Muhammad Asry mengatakan bahwa: 
“Kami selalu memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan keluhan 
dari para pemohon. Misalnya saja, pemohon kadang mengeluhkan 
keterlambatan terbitnya izin mereka kepada kami. Para pemohon 
bahkan jarang menggunakan kotak saran dan pengaduan yang telah 
disediakan. Mereka lebih memilih untuk datang langsung di meja kami.” 
(Kamis, 7 April 2016) 
 
Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu pemohon SIUP yang 
sempat diwawancarai oleh penulis. Najma, pemilik usaha penyewaan mobil 
dengan nama perusahaan Batang Makassar Wisata, mengatakan bahwa: 
“Petugas bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. 
Bahkan petugas yang melayani saya di loket memberikan nomor 
telfonnya agar saya bisa menanyakan perkembangan penerbitan SIUP 
saya” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa para petugas di BPTPM 
Kota Makassar memberikan pelayan yang baik dalam dimensi ketanggapan 
(responsiveness). Petugas yang bertugas di sub bidang informasi dan 
pengaduan ataupun petugas loket telah memberikan pelayanan yang 
responsif kepada para pemohon SIUP. 
4.3 .4  Jaminan (Assurance) 
Kepastian informasi menjadi hal yang paling penting dalam dimensi 
jaminan (assurance). Kepastian informasi mulai kejelasan syarat, prosedur, 
dan kepastian biaya harus disampaikan kepada setiap pemohon SIUP. 
Syarat-syarat dan prosedur dalam pelayanan SIUP telah diatur secara rinci 
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dalam pasal 18 dan 30 Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 
BPTPM telah melakukan beberapa upaya untuk menyampaikan 
informasi ini kepada setiap pemohon. Di beberapa sudut ruangan pelayanan 
perizinan telah terpampang syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang 
harus dilalui bagi para pemohon untuk menerbitkan SIUP-nya. BPTPM juga 
menayangkan informasi mengenai syarat dan prosedur pelayanan SIUP 
melalui media TV yang ada di dua sudut ruangan pelayanan perizinan. Selain 
itu, dalam struktur organisasi BPTPM juga terdapat sub bidang informasi dan 
pengaduan yang bertugas untuk memberikan informasi bagi para pemohon 
mengenai penerbitan SIUP ini. 
Perilaku ramah, sopan dan santun dari para petugas juga menjadi hal 
yang mempengaruhi kualitas pelayanan SIUP dalam dimensi jaminan 
(assurance). Ashar Khusmar, pemilik usaha perdagangan mobil Aliyah Motor, 
salah satu pemohon SIUP yang wawancarai oleh penulis mengatakan bahwa: 
“Para petugas di bidang pelayanan perizinan ramah dan sopan. Satu 
kali pada saat itu petugas yang mengurusi berkas saya sedang keluar, 
petugas yang lain langsung dengan ramah dan sopan mengarahkan 
saya untuk duduk dan menunggu di tempat tuggu yang disediakan” 
(Minggu, 10 April 2016) 
 
Pemohon SIUP lainnya, Najma, pemilik usaha penyewaan mobil 
dengan nama perusahaan Batang Makassar Wisata, mengungkpkan hal 
senada yakni: 
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“Petugas yang melayani saya di loket SIUP, melayani dengan ramah 
dan sopan” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa kualitas pelayan SIUP di 
BPTPM Kota Makassar dalam dimensi jaminan (assurance) sudah cukup baik. 
BPTPM telah melakukan beberapa upaya dalam menyampaikan dan 
memberikan kepastian informasi terkait syarat, prosedur, dan biaya kepada 
para pemohon SIUP. Selain itu, petugas dalam melaksanakan tugas 
pelayanan juga sudah bersikap ramah dan sopan kepada para pemohon. 
4.3 .5  Empati (Emphaty) 
Pada saat perumusan ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan SIUP, 
BPTPM bersedia melibatkan dan mendengarkan keinginan dari beberapa 
asosiasi pengusaha dan juga Ombudsman. Ketentuan-ketentuan tersebut 
seperti SOP dan Standar Pelayanan yang tentu saja menjadi acuan dalam 
pelayanan SIUP. Kepala BPTPM, H. Taufiek Rachman, mengatakan bahwa: 
“Dulu ketika perumusan ketentuan-ketentuan kita melibatkan asosiasi 
pengusaha. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud seperti penetapan 
retribusi, SOP dan Standar Pelayanan. Kita bahkan tidak hanya 
melibatkan asosiasi pengusaha, tetapi juga Ombudsman” (Selasa, 12 
April 2016) 
Adanya ruang yang diberikan oleh BPTPM untuk mendengar keinginan 
dari para pemohon atau calon pemohon SIUP, menunjukkan bahwa BPTPM 
sebagai penyelenggara pelayanan publik bersedia mendengarkan keinginan 
pelanggannya. Upaya BPTPM tersebut menunjukkan bahwa dalam dimensi 
empati (emphaty), kualitas pelayanan SIUP juga sudah cukup baik. 
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Tabel 4.7 Display Data Kualitas Pelayanan SIUP Di Kota Makassar 
No. Dimensi Kualitas Pelayanan Ketentuan-Ketentuan Hasil Analisis Kesimpulan 
1 
Kehandalan 
(Reliability) 
- Ketepatan 
Waktu 
 
SOP dan SP: 
SIUP paling lama terbit 
tiga hari kerja. 
Sebagian besar SIUP terbit 
melebihi tiga hari kerja. 
(Hasil wawancara dengan 
pemohon dan Data SIUP terbit 
tanggal 1 Maret - 5 April 2016) 
Kurang Baik 
- Kedisiplinan 
Pegawai 
Jadwal Bertugas: 
Masuk: 07.30 – 12.00 
Istirahat: 12.00 – 13.30 
Pulang: 13.30 – 15.30 
Terdapat beberapa petugas yang 
seringkali terlambat bertugas. 
(Hasil wawancara dengan Kabid 
Pelayanan Perizinan dan Tabel 
4.6 Presensi Pegawai BPTPM 
Bulan Mei – September 2015) 
2 
Bukti Fisik 
Layanan 
(Tangibles) 
- Penampilan 
Petugas 
 
 
Instruksi Walikota 
Makassar Nomor 
025/07/Ortala/II/2016: 
Aturan tentang Pakaian 
Pegawai 
Setiap petugas BPTPM telah 
berpakaian rapi sesuai dengan 
aturan 
(Hasil wawancara dengan 
pemohon) 
Baik 
- Fasilitas Fisik 
 
 
- 
Terdapat cukup banyak fasilitas 
yang menunjang kualitas 
pelayanan SIUP 
(Tabel 4.4 Daftar Inventaris di 
Ruangan Pelayanan Perizinan) 
- Penataan 
Ruangan 
 
 
- 
Penataan ruangan pelayanan 
perizinan dilakukan dengan baik 
(Gambar 4.3. Denah Ruangan 
Pelayanan Perizinan) 
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3 
Ketanggapan 
(Responsivenes) 
- Ketanggapan 
Petugas 
- 
Petugas di bidang pelayanan 
perizinan melakukan pelayanan 
yang responsif 
(Hasil wawancara dengan Staff 
dan Pemohon) 
Baik 
4 
Jaminan 
(Assurance) 
- Kepastian 
Informasi 
- 
BPTPM melakukan berbagai 
upaya dalam menyampaikan 
informasi mengenai syarat, 
prosedur, dan biaya. 
Baik 
- Sikap Ramah 
dan Sopan 
- 
Petugas di bidang pelayanan 
perizinan melakukan pelayanan 
dengan ramah dan sopan 
(Hasil wawancara dengan 
Pemohon) 
5 
Empati 
(Emphaty) 
- Mendengarkan 
Keinginan 
Pemohon 
- 
BPTPM melibatkan asosiasi-
asosiasi pengusaha dan 
Ombudsman dalam perumusan 
berbagai ketentuan mengenai 
pelayanan SIUP 
(Hasil wawancara dengan 
Kepala BPTPM) 
Baik 
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4.4 Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) di Kota Makassar 
Pada subbab sebelumnya, telah tergambarkan bahwa kualitas 
pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar dalam dimensi bukti fisik layanan 
(tangibles), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 
(emphaty) sudah cukup baik. Akan tetapi, dalam dimensi kehandalan 
(reliability) kualitas pelayanan SIUP masih belum baik. Hal ini terutama dapat 
dilihat dari seringnya SIUP terlambat terbit dari waktu yang ditentukan dan 
kurangnya kedisiplinan para pegawai di bidang pelayanan perizinan. 
Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha di Kota Makassar yang masih 
belum memiliki SIUP. Beberapa pelaku usaha mengatakan hal ini disebabkan 
karena terlalu banyaknya syarat-syarat yang diperlukan dalam proses 
penerbitan SIUP. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Risman, pemilik 
usaha cafe dan tempat kursus dengan nama perusahaan CV. V-Edit yang 
belum memiliki SIUP meskipun telah berdiri selama lebih dari tiga tahun: 
“Terlalu banyak persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan SIUP. 
Salah satunya kita harus terdaftar dan aktif pada BPJS Tenaga Kerja 
dan Kesehatan” (Minggu, 19 April 2016) 
Selain itu, kesibukan juga menjadi kendala bagi para pelaku usaha 
untuk pergi mengurus SIUP-nya. Seperti yang dikatakan oleh A. Sufriana Nur 
Utami, pemilik usaha rumah makan dengan nama Hayaku Sushi yang juga 
belum memiliki SIUP meskipun telah berdiri selama enam bulan: 
82 
 
“Masalah waktu merupakan masalah yang saya hadapi sehingga saya 
tidak sempat mengurus SIUP saya. Kadang jika saya mau mengurus 
ternyata ada masalah lain yang lebih mendesak sehingga harus ditunda 
lagi.” (Minggu, 19 April 2016) 
 
Masih kurang baiknya kualitas izin usaha dan masih banyaknya pelaku 
usaha yang belum memiliki SIUP mengharuskan BPTPM untuk merumuskan 
strategi tertentu dalam pelayanan SIUP agar kualitasnya dapat meningkat dan 
setiap pelaku usaha mau untuk mengurus SIUP-nya. Strtaegi yang dimaksud 
adalah cara-cara yang dirumuskan secara sistemik meliputi penentuan 
kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya dengan 
memperhatikan pengaruh lingkungan dalam upaya pencapaian tujuan 
organisasi. 
Terdapat beberapa strategi penyelenggaraan pelayanan publik yang 
dapat diterapkan pada organisasi pemerintahan guna meningkatan kualitas 
pelayanan yakni sebagai berikut: 
4.4 .1  Strategi Inti (Core Strategy) 
Strategi yang menjelaskan tujuan organisasi ini disebut sebagai strategi 
inti (core strategy) karena berkaitan dengan fungsi inti dari suatu organisasi 
pemerintahan. Strategi ini membantu dalam memperjelas tujuan yang 
kemudian juga akan memperjelas peran dan arah organisasi pemerintahan 
dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, strategi ini dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menciptakan mekanisme baru 
guna mendefinisikan tujuan dan strategi. Strategi ini merupakan tahapan 
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pertama untuk menyempitkan dan menata bidang yang akan dijadikan arena 
untuk menggunakan keempat strategi berikutnya 
Untuk memperjelas tujuan suatu organisasi pemerintahan, sebaiknya 
dilakukan reorganisasi berdasarkan fungsi. Kepala daerah dalam menyusun 
SKPD dan Unit Kerja di daerahnya seharusnya memisahkan fungsi-fungsi 
yang secara fundamental berbeda ke dalam organisasi yang berbeda-beda. 
Dengan melakukan reorganisasi berdasarkan fungsi ini, tiap organisasi akan 
berkonsentrasi pada satu pencapaian tujuan yang jelas. 
Hal ini telah dilakukan oleh walikota Makassar. Pada tahapan awal 
pemberian izin dalam lingkup Kota Makassar masih dilaksanakan oleh instansi 
tekhnis masing-masing dan untuk pelayanan izin SITU (HO) berada pada 
bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota madya Ujung Pandang. Pada 
Tahun 2014 Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Paraturan Walikota 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non-
perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).  
Reorganisasi berdasarkan fungsi yang lakukan oleh Walkota Makassar 
ini membuat fungsi pelayanan perizinan kini dilaksanakan oleh BPTPM, 
sedangkan instansi teknis yang tadinya memiliki fungsi pelayanan kini tidak 
lagi memiliki fungsi tersebut. Instansi teknis seperti Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan yang sebelumnya melakukan pelayanan SIUP kini bisa 
berkonsentrasi dalam melakukan fungsi kebijakan di bidang industri dan 
84 
 
perdagangan. Begitu pula dengan BPTPM yang bisa berkonsentrasi 
melakukan fungsi pelayanan. 
Setelah melakukan reorganisasi berdasarkan fungsi, perlu 
dikembangkan suatu sistem yang bisa membantu secara terus menerus untuk 
mendefinisikan dan meredefinisikan tujuan dan maksud yang ingin dicapai. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPTPM Kota Makassar untuk 
menetapkan batasan-batasan terhadap tujuannya ialah, menetapkan visi dan 
misi organisasi. Visi dan misi ini dirumuskan oleh Kepala BPTPM sebagai 
pimpinan dari organisasi pemerintahan ini. Visi dan misi ini tertuang dalam 
Rencana Strategis (Renstra) BPTPM tahun 2014-2019. 
Visi dan misi merupakan pedoman jangka panjang dari sebuah 
organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta 
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Visi BPTPM Kota 
Makassar ialah “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif Bagi Semua 
Melalui Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal yang Berkelas 
Dunia”. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi semua orang 
merupakan pernyataan visi yang menunjukkan kondisi ideal yang hendak 
dituju oleh BPTPM dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu, pertanyataan ini 
menunjukkan bahwa BPTPM menginginkan kota Makassar memiliki daya tarik 
investasi baik bagi investor dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan 
kondisi tersebut BPTPM bermaksud untuk menyelenggarakan pelayanan 
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perizinan dan penanaman modal yang berkelas dunia sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
Setelah merumuskan visi, organisasi pemerintahan perlu untuk 
menurunkan visi tersebut ke dalam beberapa misi agar kita dapat melihat 
bagaimana cara mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi BPTPM Kota 
Makassar di atas diturunkan ke dalam empat misi sebagai berikut: 
a. Meningkatkan Standar dan Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal yang TransParan, Akuntabel dan Bebas Korupsi 
Tujuan: ”Peningkatan Investasi melalui percepatan Pelayanan 
Perizinan” 
b. Modernisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui 
Penerapan Teknologi Informasi 
Tujuan: ”Mempermudah Akses Informasi tentang Penanaman Modal 
melalui percepatan pelayanan perizinan secara online” 
c. Meningkatkan Kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan Sistem 
Reward and Punishment.  
Tujuan: ”Peningkatan SDM Aparatur dalam meningkatkan mutu 
pelayanan perizinan” 
d. Optimalisasi Potensi Daerah untuk Peningkatan Daya Saing Investasi. 
Tujuan: ”Meningkatkan Promosi dan Daya saing investasi guna 
menarik para investor baik dalam maupun luar negeri”. 
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Strategi inti (core strategy) mampu membawa dampak positif terhadap 
pelayanan SIUP di Kota Makassar. Reorganisasi berdasarkan fungsi yang 
dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dengan mengalihkan fungsi 
pelayanan SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke BPTPM 
merupakan strategi yang mampu mengefektifkan pelayanan SIUP di kota ini 
karena BPTPM bisa berfokus pada fungsi pelayanan. Selain itu, perumusan 
visi dan misi BPTPM juga mampu memperjelas tujuan yang ingin diraih oleh 
BPTPM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, termasuk dalam 
menyelenggarakan pelayanan SIUP.  
4.4 .2  Strategi Konsekuensi (Consequance Strategy) 
Strategi konsekuensi (consequences strategy) merupakan strategi 
yang berkaitan dengan sistem insentif tersebut. Strategi ini fokus dalam 
menciptakan konsekuensi (baik positif maupun negatif) atas kinerja yang 
dihasilkan. Dengan adanya konsekuensi tersebut akan terjadi persaingan 
yang sehat di antara para pegawai ataupun antara penyelenggara pelayanan 
publik yang lain. 
Strategi ini dapat dilakukan pada level organisasi dengan 
memberlakukan sistem insentif bagi organisasi pemerintahan yang 
menunjukkan kinerja yang baik. Penerapan strategi ini dapat kita lihat dengan 
diberikannya konsekuensi positif berupa penghargaan bagi unit pelayanan 
publik yang memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang 
merupakan penilaian yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap unit-unit 
penyelenggara pelayanan publik. Penilaian ini dilakukan berjenjang mulai dari 
tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. 
Pemberlakuan konsekuensi positif ini diharapkan mampu menciptakan 
persaingan yang sehat antara unit pelayanan publik untuk memenangkan 
penghargaan tersebut sehingga semua unit pelayanan publik terdorong untuk 
melakukan pelayanan terbaik. Adanya konsekuensi positif ini mampu 
memotivasi BPTPM untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan 
melakukan inovasi-inovasi baru terkait pelayanan SIUP. Hal tersebut 
dikemukakan oleh Kepala BPTPM, H. Taufiek Rachman, sebagai berikut: 
“Di luar dari penghargaan (yang diberikan oleh Kemenpan-RB) itu, 
upaya kita selalu ada untuk meningkatkan pelayanan. Memang baru 
kita lakukan secara internal karena BPTPM sendiri baru berdiri sebagai 
sebuah badan pada tahun 2014. Untuk kesana, sekarang baru kita 
lakukan persiapan-persiapan dan perubahan-perubahan, misalnya 
perubahan layanan, perbaikan formulir, cara mendaftar, dan lain-lain. 
Selain itu kita juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk seperti 
melakukan Weekend Service pada hari Sabtu. Pada tahun ini, kita akan 
membuka layanan mengantar izin. Jadi jika izin sudah selesai izin akan 
diantarkan ke pemohon.” (Selasa, 12 April 2016) 
 
Strategi konsekuensi (consequence strategy) juga dapat dilakukan 
pada level orang. Sistem insentif berupa konsekuensi positif ataupun negatif 
dapat diberikan bagi para pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik 
ataupun buruk. Konsekuensi positif dapat berupa pemberian bonus atau 
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promosi jabatan bagi pegawai yang kinerjanya baik. Sebaliknya konsekuensi 
negatif dapat berupa pemotongan gaji, pemberhentian, ataupun pemutusan 
kontrak. 
BPTPM juga memberlakukan konsekuensi positif bagi para 
pegawainya yang menunjukkan kinerja yang baik. Kepala BPTPM, H. Taufiek 
Rachman, mengatakan konsekuensi positif tersebut diberikan dalam bentuk 
usulan untuk kenaikan pangkat sebagai berikut: 
“Apabila ada pegawai yang berprestasi, tetap saya perhatikan. Akan 
tetapi, penerapan mekanisme reward di sini tidak seperti di perusahaan 
swasta yang memberikan bonus pada pegawainya. Penghargaan 
diberikan dalam bentuk lain, seperti misalnya apabila pegawai 
berprestasi sudah memenuhi syarat, maka akan langsung saya 
usulkan untuk kenaikan jabatan” (Selasa, 12 April 2016) 
 
Meskipun konsekuensi postif dalam bentuk pemberian bonus di 
BPTPM tidak ada, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM, A.M Gari 
Baldi Azis, mengatakan bahwa pemberian bonus itu tetap penting untuk 
meningkatkan kinerja para pegawai: 
“Hingga saat ini feedback (pemberian bonus) bagi pegawai yang 
kinerjanya bagus belum ada. Seharusnya selain menerima gaji, 
tunjangan (bonus) seperti itu juga ada setiap bulan untuk membantu 
meningkatkan kinerja pegawai. Mungkin salah satu hal yang membuat 
para pegawai kurang disiplin adalah tidak adanya tunjangan kinerja 
tersebut.” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Selain konsekuensi positif, terdapat juga konsekuensi negatif yang 
akan diberikan bagi para pegawai dengan kinerja yang buruk. BPTPM juga 
memberlakukan beberapa konsekuensi negatif ini bagi para pegawainya 
berupa pemindahan (mutasi) pegawai, penundaan gaji, dan apabila kinerjanya 
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sangat buruk, maka akan diberikan sanksi PNS bagi yang berstatus PNS dan 
sanksi pemutusan kontrak bagi pegawai kontrak. 
Adanya konsekuensi negatif ternyata mampu mempengaruhi pegawai 
untuk lebih disiplin dan bekerja dengan baik. Muhammad Asry, salah satu 
pegawai kontrak di sub bidang informasi dan pengaduan mengatakan bahwa: 
“Di sini ada yang namanya sanksi administratif diberikan oleh BKD. 
Sanksi yang paling berat itu berupa pemutusan kontrak. Sanksi ini tentu 
saja membuat kita lebih disiplin dan bekerja dengan baik karena kita 
tidak mau diputus kontrak.” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, BPTPM memberikan 
konsekuensi positif berupa kenaikan pangkat kepada para pegawainya 
sebanyak tiga belas kali sebagaimana yang terdapat dalam data Daftar Urut 
Kepangkatan BPTPM Kota Makassar seperti sebagai berikut: 
Tabel 4.8 Daftar Kenaikan Pangkat PNS BPTPM tahun 2014-2015 
NO  NAMA  NIP 
PANGKAT  
GOL TMT 
1 3 4 5 6 
1 USMAN AD, SE 
19601207 
199103 1 005  
IV/b 04/01/2014 
2 DRS.A.MOMANG TISI 
19620115 
199103 1 005 
VI/a 01/04/2014 
3 A.ILHAM,SE 
1962302 
198203 1 011 
IV/a 01/10/2014 
4 A. M. GARI BALDI AZIS, SE 
19650801 
198512 1 001  
III/d 04/01/2014 
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1 3 4 5 6 
5 
DEWI MURNI THAMRING, 
SH,MM 
19760607 
200501 2 012 
III/d 01-10-2014 
6 DARMAYANTI DATU, SH,S.Sos  
19720720 
199303 2 008  
III/d 01-04-2015 
7 A. ELIAS, S.Sos, M.Si  
19650201 
199312 1 002 
III/d 01-10-2015 
8 TWI WIWENI, SH 
19740429 
200604 2 007 
III/c 01-04-2014 
9 SITTI SYAHRANI UKKAS, SE 
19750809 
200604 2 013 
III/c 01/04/2014 
10 MUH. ARSYAD UMAR, SE 
19781018 
200212 1 006  
III/b 01-04-2014 
11 RAHMAWATI AS, SE 
19781101 
201001 2 016  
III/b 01-04-2014 
12 MUHAMMAD RIYADI, S.Kom  
19831017 
201001 1 028  
III/b 01-04-2014 
13 TISNAWATI, SE 
19770512 
201101 2 005  
III/b 04/01/2015 
Sumber: Daftar Urut Kepangkaan BPTPM Tahun 2015 
 Selain itu, pada tahun 2015 pemerintah kota Makassar telah 
menjatuhkan konsekuensi negatif berupa sanksi untuk pembinaan disiplin 
sebanyak 74 kali dengan berbagai jenis hukuman disiplin bagi para pegawai 
di lingkup pemerintah Kota Makassar seperti sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan Disiplin Tahun 
2015 Bagi PNS Pemerintah Kota Makassar 
NO Jenis Hukuman Disiplin Jumlah 
1 Hukuman Disiplin Ringan 
a. Teguran Lisan 
b. Teguran Tertulis 
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
 
25 
22 
2 
2 Hukuman Disiplin Sedang 
a. Penundaan KGB selama satu tahun 
b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama satu tahun 
c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama satu tahun 
 
1 
4 
1 
3 Hukuman Disiplin Sedang 
a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama tiga tahun 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah 
c. Pembebasan dari jabatan 
d. Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri 
e. Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS 
 
6 
- 
 
7 
6 
- 
 Jumlah 74 
Sumber: Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar 
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Berdasarkan paparan di atas, dapat kita lihat bahwa telah diterapkan 
beberapa strategi konsekuensi (consequences strategy) baik pada level 
organisasi maupun pada level orang dalam lingkup BPTPM Kota Makassar. 
Setiap bentuk konsekuensi yang diberikan baik positif maupun negatif, mampu 
memberikan motivasi bagi setiap pegawai untuk bekerja lebih baik dan lebih 
disiplin. Motivasi kerja ini tentu saja pada akhirnya akan berdampak pada 
kinerja mereka dalam menyelenggarakan pelayanan SIUP di Kota Makassar. 
4.4 .3  Strategi Pelanggan (Customer Strategy) 
Strategi pelanggan (customer strategy) memecah pola 
pertanggungjawaban lama dengan menggeser sebagian 
pertanggungjawaban kepada pelanggan. Penciptaan pertanggungjawaban 
kepada pelanggan semakin menekan organisasi-organisasi pemerintah untuk 
memperbaiki hasil-hasil mereka, tidak sekedar mengelola sumber daya 
mereka. Strategi ini menciptakan informasi (berupa kepuasan pelanggan 
terhadap pelayanan dan hasil-hasil tertentu dari pemerintah) yang sulit untuk 
diabaikan oleh pejabat terpilih, manajer pemerintah, dan pegawai. 
Sebelum mengalihkan pertanggungjawaban tersebut ke pelanggan, 
dalam hal ini pemohon SIUP, semua pihak yang terlibat harus sepaham 
terlebih dahulu mengenai apa yang akan dipertanggungjawabkan. Untuk 
memunculkan kesepahaman antara pemohon SIUP dan BPTPM, maka perlu 
untuk menerjemahkan definisi mengenai keberhasilan menjadi standar 
adadada 
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pelayanan. Kriteria keberhasilan BPTPM nantinya akan tertuang dalam 
standar pelayanan tersebut sehingga para pemohon SIUP tahu hal apa saja 
yang bisa mereka tuntut. 
Definisi mengenai keberhasilan ini tertuang dalam dokumen Standard 
Operational Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). Sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perumusan SOP dan Standar Pelayanan 
ini telah melibatkan para pengguna layanan SIUP yang tergabung dalam 
berbagai asosiasi pengusaha. Oleh karena itu, semua hal yang telah 
ditentukan dalam kedua dokumen ini merupakan hal yang bisa dituntut oleh 
semua pemohon SIUP di BPTPM. 
Penyelenggaraan pelayanan SIUP pada kenyataannya masih belum 
bisa berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam 
SOP dan SP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seringkali SIUP 
pemohon terbit melebihi ketentuan yang telah ditentukan, yakni tiga hari kerja. 
Dengan kata lain, BPTPM belum mampu memenuhi definisi mengenai 
keberhasilannya dalam menyelenggarakan pelayanan SIUP. 
Keterlambatan instansi taknis dalam melakukan ferivikasi teknis 
merupakan hal yang menjadi kendala sehingga BPTPM seringkali gagal 
dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP dan SP. Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi teknis yang melakukan 
ferivikasi teknis terhadap berkas pemohon SIUP. Apabila rekomendasi hasil 
ferivikasi teknis dari tim teknis yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan 
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Perdagangan terlambat, BPTPM juga terpaksa harus terlambat dalam 
menerbitkan SIUP pemohon. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM, 
A.M Gari Baldi Azis, mengatakan bahwa: 
“Prosedur penerbitan SIUP dalam SOP dan Standar Pelayanan 
memang melibatkan dua instansi. Kalau di BPTPM kami selalu 
berupaya untuk tepat waktu. Pada saat pendaftaran izin kami tidak 
pernah memproses berkas pemohon lebih dari satu hari. Ketika 
rekomendasi tim teknis sudah ada, izin kami tindaklanjuti dengan waktu 
tidak pernah lebih dari satu hari.” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Hakim, salah satu staff bidang perdagangan di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala teknis yang 
seringkali ditemui di lapangan sehingga ferivikasi teknis membutuhkan waktu 
yang lama, seperti sebagai berikut: 
“Banyak persoalan yang seringkali ditemui saat ferivikasi teknis, 
misalnya saja ada dokumen yang tidak lengkap (tidak sesuai) harus 
terlebih dahulu kita suruh lengkapi, atau mungkin jenis kegiatan 
usahanya berubah, berpindah alamat, pergantian pimpinan 
perusahaan dan kendala-kendala teknis lainnya. Hal ini yang membuat 
ferivikasi teknis terkadang berlangsung lama” (Senin, 2 Mei 2016) 
 
 
Penggambaran di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota 
Makassar, terkhusus BPTPM, belum mampu memaksimalkan pengaplikasian 
strategi pelanggan (customer strategy). BPTPM belum mampu 
mempertanggungjawabkan definisi tentang keberhasilan pelayanan SIUP 
kepada pemohon SIUP. Definisi keberhasilan pelayanan SIUP yang tertuang 
dalam SOP dan SP yang menentukan bahwa SIUP harus terbit dalam waktu 
tiga hari kerja setelah berkas diterima tidak mampu dipenuhi karena 
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banyaknya waktu yang diperlukan dalam melakukan ferivikasi teknis sehingga 
kedua instansi yang terlibat saling menunggu dalam proses penerbitan SIUP 
ini. 
4.4 .4  Strategi Kontrol (Control Strategy) 
Strategi kontrol (control strategy) secara signifikan mendorong turun 
kekuasaan pengambilan keputusan melalui hierarki, dan kadang-kadang 
keluar ke kelompok masyarakat. Strategi ini memberdayakan pegawai dengan 
dengan mendorong wewenang pengambilan keputusan, menanggapi 
pelanggan, dan memecahkan masalah ke mereka yang punya pengetahuan 
lini depan, sebagaimana dimiliki oleh beberapa badan pelaksana. 
Pemerintah kota Makassar telah melakukan strategi kontrol (control 
strategy) dengan melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan kepada 
BPTPM Kota Makassar. Pada dasarnya, setiap perizinan merupakan 
kewenangan dari kepala daerah atau pejabat terpilih. Dengan dibentuknya 
BPTPM, Walikota Makassar melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan 
ini kepada Kepala BPTPM sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 
Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu: 
“Dengan Peraturan Walikota ini Walikota melimpahkan kewenangan 
penyelenggaraan palayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6 kepada Kepala Badan” 
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Pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dari Walikota Makassar 
kepada Kepala BPTPM ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar 
mencoba untuk memberdayakan BPTPM sebagai organisasi pemerintahan 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan 
pelayanan perizinan yang dimilikinya, BPTPM mampu melakukan 
pengambilan keputusan, menanggapi pelanggan, dan memecahkan masalah-
masalah terkait pelayanan SIUP. Pada akhirnya, pelimpahan wewenang akan 
membantu pemerintah Kota Makassar dalam hal percepatan pelayanan SIUP. 
Selain itu, pengaplikasian strategi kontrol (control strategy) tidak hanya 
dilakukan dengan memberdayakan organisasi pemerintahan di lini depan 
saja. Strategi kontrol (control strategy) kontrol juga dilakukan dengan 
memberdayakan lembaga negara lain yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap kinerja organisasi pemerintahan tertentu. 
Hal ini dapat kita lihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah 
lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta 
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 
pppppp 
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pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 
Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi 
dan/atau kabupaten/kota. Ombudsman salah satunya mendirikan perwakilan 
di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Kota Makassar. 
Ombudsman Perwakilan Sulsel ini seringkali terlibat dalam mengawasi 
pelayanan publik di Kota Makassar termasuk pelayanan yang dilakukan oleh 
BPTPM Kota Makassar. BPTPM bahkan melibatkan Ombudsman dalam 
perumusan ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan SIUP di Kota 
Makassar, seperti perumusan SOP pelayanan SIUP, penetapan retribusi, dan 
ketentuan-ketentuan lainnya. 
4.4 .5  Strategi Budaya (Culture Strategy) 
Strategi budaya (culture strategy) menggunakan tiga pendekatan untuk 
membentuk kembali budaya; mereka membentuk kebiasaan, perasaan, dan 
pikiran organisasi. Kebiasaan-kebiasaan baru dikembangkan dengan 
memberikan pengalaman baru (jenis pekerjaan baru) dan interaksi dengan 
orang baru. Penmbentukan perilaku-perilaku baru ini dilakukan dengan 
membantu orang lain mengalihkan ikatan emosi mereka; harapan, rasa takut, 
dan impian mereka. Dan mereka mendukung ikatan emosi baru ini dengan 
ooo 
98 
 
membangun misi bersama mengenai masa depan, sebuah model mental baru 
ke mana organisasi akan menuju dan bagaimana organisasi tersebut sampai 
di sana. 
BPTPM Kota Makassar mengaplikasikan strategi budaya (culture 
strategy) dengan menetapkan ketetapan mengenai kode etik yang mengatur 
perilaku para pegawainya. Kode Etik pegawai di lingkungan BPTPM 
merupakan pedoman sikap, prinsip moral, tingkah laku serta perbuatan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta 
pergaulan dengan sesama Pegawai Negeri Sipil dan Mitra kerja. Kode etik ini 
ditetapkan agar dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai di BPTPM tidak 
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tanggungjawab 
moral. 
Secara khusus, kode etik ini juga menjadi pedoman bagi para pegawai 
dalam berpikir dan berperilaku saat menyelenggarakan pelayanan SIUP. 
Terdapat beberapa poin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dilingkungan BPTPM yang tercantum dalam kode etik ini, yakni: 
a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun serta tanpa 
pamrih; 
c. Memberikan pelayanan secara adil, cepat dan tepat; 
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d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; 
e. Berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 
dan 
f. Memberikan informasi yang benar. 
Pegawai sub bidang pendaftaran dan penyerahan perizinan yang 
bertugas di loket SIUP dan berhadapan langsung dengan masyarakat 
merupakan lini depan dalam pelayanan SIUP, oleh karena itu kode etik ini 
merupakan pedoman perilaku yang harus mereka perhatikan dalam 
melakukan tugas. Fausiah, salah satu petugas loket mengatakan untuk 
memberikan pelayanan terbaik, kejelasan informasi merupakan hal paling 
penting untuk dilakukan seperti sebagai berikut: 
“Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat kita lakukan 
dengan memberikan informasi yang jelas, memberikan pemahaman 
bagaimana standar proses perizinan, dan memberikan transparansi 
biaya.” (Kamis, 7 April 2016) 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petugas telah berpikir untuk 
bersikap sesuai dengan ketetapan yang ada dalam kode etik pegawai BPTPM. 
Salah satu poin dalam pedoman ini mengatakan bahwa etika dalam 
melaksanakan tugas pelayanan adalah dengan memberikan informasi yang 
benar. Kesediaan petugas dalam memberikan informasi yang jelas, 
memberikan pemahaman bagaimana standar proses perizinan, dan 
memberikan transparansi biaya menunjukkan bahwa petugas tersebut telah 
berpikir untuk bersikap sesuai dengan ketetapan yang ada dalam kode etik ini. 
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Tabel 4.10 Display Data Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan SIUP Di Kota Makassar 
No. Tipologi Strategi Bentuk Penerapan Strategi 
1 
Strategi Inti 
(Core Strategy) 
- Reorganisasi 
Berdasarkan Fungsi 
Memindahkan fungsi pelayanan izin usaha 
perdagangan dari instansi teknis (Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan) ke instansi yang berfokus dalam 
melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan 
yakni, BPTPM. 
- Mendefinisikan dan 
Meredefinisikan Tujuan 
dan Maksud 
Menurunkan Visi dan Misi Walikota Makassar ke 
dalam Visi dan Misi Kepala BPTPM dengan 
mendefinisikan tujuan secara lebih spesifik 
berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPTPM. 
(Tabel 4.3 Perumusan Visi BPTPM) 
2 
Strategi Konsekuensi 
(Consequences Strategy) 
- Menciptakan 
Persaingan melalui 
Konsekuensi Positif 
Pada level organisasi, mengadakan konsekuensi 
positif berupa penghargaan dari KemenPAN-RB bagi 
unit pelayanan publik terbaik. 
Pada level orang, mengadakan konsekuensi postif 
berupa promosi pangkat dan jabatan bagi pegawai 
yang berkinerja baik dengan jumlah 13 kali promosi 
selama tahun 2014-2015. 
(Hasil wawancara dengan Kepala BPTPM dan Tabel 
4.7 Daftar Kenaikan Pangkat PNS BPTPM tahun 
2014-2015) 
- Meningkatkan Motivasi 
Kerja melalui 
Konsekuensi Negatif 
Memberlakukan sanksi untuk pemebinaan disiplin 
sebanyak 74 kali bagi para pegawai pada tahun 2015. 
(Hasil wawancara dengan Staff dan Tabel 4.8 
Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan 
Disiplin Tahun 2015 Bagi PNS Pemerintah Kota 
Makassar) 
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3 
Strategi Pelanggan 
(Customer Strategy) 
- Menerjemahkan definisi 
mengenai keberhasilan 
menjadi standar 
pelayanan 
Merumuskan SOP dan SP mengenai pelayanan SIUP 
(Tabel 2.2 SOP Makro Pelayanan SIUP dan Standar 
Pelayanan SIUP, terlampir) 
4 
Strategi Kontrol 
(Control Strategy) 
- Memberdayakan 
organisasi dengan 
melimpahkan 
kewenangan 
Walikota Makassar melimpahkan kewenangan 
pelayanan perizinan kepada Kepala BPTPM 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 
Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 
(Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015,) 
Memberikan Ombudsman kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 
oleh penyelenggara pelayanan publik. 
 
5 
Strategi Budaya 
(Culture Strategy) 
- Membentuk kebiasaan, 
perasaan, dan pikiran 
organisasi 
Menetapkan ketetapan mengenai kode etik yang 
mengatur perilaku para pegawainya. 
(Hasil wawancara dengan staff dan Kode Etik 
Pegawai BPTPM, terlampir) 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Kualitas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar pada dasarnya 
sudah cukup baik, namun terdapat beberapa hal terutama dalam dimensi 
kehandalan (reliability) yang masih perlu untuk ditingkatkan. Untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan SIUP tersebut, diperlukan beberapa 
strategi. Upaya BPTPM menerapkan strategi meningkatkan kualitas 
pelayanan SIUP terbilang sudah cukup baik, namun strategi pelanggan 
(costumer strategy) masih perlu untuk di rumuskan kembali karena masih 
belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Adapun yang dapat disimpulkan 
sesuai dengan rumusan masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik 
meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut didasarkan pada beberapa 
indikator yakni : 
1. Dalam dimensi kehandalan (reliability), BPTPM belum mampu 
memenuhi ketepatan waktu terbitnya SIUP. Selain itu, kedisiplinan 
petugas belum memadai; 
2. Dalam dimensi bukti fisik layanan (tangibles), penampilan petugas, 
sarana prasarana, dan penataan ruangan pelayanan perizinan di 
BPTPM sudah cukup baik; 
103 
 
3. Dalam dimensi dimensi ketanggapan (responsiveness), BPTPM 
mampu memberikan pelayanan yang responsif; 
4. Dalam dimensi jaminan (assurance), telah memberikan kepastian 
informasi mulai dari kejelasan syarat, prosedur, dan kepastian biaya. 
Selain itu, petugas BPTPM juga telah melayani dengan ramah dan 
sopan; 
5. Dalam dimensi empati (emphaty), BPTPM telah berupaya untuk 
mendengarkan keinginan dan kebutuhan pemohon SIUP dengan 
melibatkan asosiasi-asosiasi pengusaha dalam perumusan ketentuan-
ketentuan terkait pelayanan SIUP. 
b. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah 
Kota Makassar menerapkan beberapa strategi, yakni: 
1. Strategi inti (core strategy) diterapkan dengan melakukan reorganisasi 
berdasarkan fungsi organisasi pemerintahan dan penetapan tujuan 
jangka panjang dalam bentuk perumusan visi dan misi BPTPM. 
2. Strategi konsekuensi (consequence strategy) diterapkan dengan 
mengadakan berbagai konsekuensi positif dan negative baik pada level 
organisasi maupun pada level orang. 
3. Strategi pelanggan (costumer strategy) diterapkan dengan 
menerjemahkan definisi mengenai keberhassilan ke dalam SOP dan 
SP. Strategi ini masih perlu dievaluasi karena BPTPM masih belum 
mampu memenuhi ketentuan dalam SOP dan SP tersebut. 
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4. Strategi pengendalian (control strategy) diterapkan dengan 
melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan kepada BPTPM dan 
memberikan kewenangan bagi lembaga pengawasan (Ombudsman) 
dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. 
5. Strategi budaya (culture strategy) diterapkan dengan menetapkan kode 
etik bagi para pegawainya sehingga para pegawai memiliki pedoman 
dalam berpikir dan berperilaku saat melakukan pelayanan SIUP. 
5.2 Saran 
Pelayanan SIUP di Kota Makassar hendaknya memmperhatikan 
beberapa hal, yakni: 
1. Menerjemahkan kembali definisi mengenai keberhasil dalam bentuk 
SOP dan SP yang lebih realistis untuk dipenuhi; 
2. Menetapkan sanksi bagi instansi terkait atas kegagalannya memenuhi 
ketentuan di dalam SOP dan SP pelayan SIUP; 
3. Melakukan pendataan berkas pemohon secara online yang bisa 
diakses oleh petugas BPTPM dan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan untuk melancarkan koordinasi dalam melakukan proses 
penerbitan SIUP; 
4. Menerapkan perizinan online agar para pelaku usaha yang tidak 
memiliki waktu untuk datang ke BPTPM, bisa mengurus izinnya 
kapanpun dan dimanapun. 
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Lampiran 4. Standar Pelayanan SIUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR PELAYANAN  
IZIN USAHA PERDAGANGAN 
 
No. Komponen Uraian 
1. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan; 
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 39/M-
DAG/PER/12/2011; 
- Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penetapan Standar Pelayanan; 
- Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu Kota 
Makassar 
- Perwali Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan 
Non Perizinan kepada BPTPM Makassar 
- Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pemberian Izin pada BPTPM 
Makassar. 
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 060 
Tahun 2014 tentang Tim Teknis pada 
BPTPM Makassar. 
2. Persyaratan 
Pelayanan 
a. Mengisi formulir permohonan 
b. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi 
yang berbadan hukum; 
c. Foto copy KTP pemilik/Direktur Utama / 
Penanggung Jawab; 
d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP);      
e. Foto copy Surat Izin Gangguan; 
f. Foto copy Neraca Perusahaan; 
g. Pas foto (3x4) sebanyak 2 lembar; 
3. Sistem Mekanisme 
dan Prosedur 
1. Pemohon mengambil nomor antrian pada 
tempat yang telah ditentukan. 
2. Pemohon mengambil Formulir 
Permohonan di Loket Informasi atau 
ditempat lain yang telah ditetapkan. 
3. Pemohon melakukan pendaftaran 
permohonan perizinan di Loket 
Pendaftaran. 
4. Staf Loket Pendaftaran menerima dan 
memeriksa kelengkapan berkas 
permohonan . 
5. Tim Teknis memverifikasi berkas 
permohonan dan melakukan kunjungan 
lapangan apabila memerlukan tinjauan 
lapangan.  
6. Staf Pemprosesan mencetak surat izin. 
7. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala 
BPTPM  
8. Pemohon mengambil Izin di Loket 
Penyerahan Izin. 
9. Apabila terjadi penolakan permohonan 
dalam pemrosesan, pemberitahuan 
penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja. 
  
4. Jangka Waktu 
Penyelesaian 
3 (tiga) Hari Kerja 
5. Biaya/Tarif Gratis (Non Retribusi) 
6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin yang berlaku selama 5 tahun 
dan setiap tahun di registrasi. 
7. Penanganan 
Pengaduan, Saran, 
dan Masukan 
- Pengaduan, saran, dan masukan ditangani 
oleh Kepala Seksi Pelayanan atau staf loket 
pengaduan di lingkungan BPTPM 
Makassar yang ditunjuk oleh pimpinan 
pelaksana. 
- Saran dan aduan disampaikan melalui 
loket pengaduan, kotak saran, SMS, 
Telepon, Faximile, dan email yang telah 
disiapkan BPTPM Makassar. 
- Saran dan aduan segera ditangani dan 
ditindaklanjuti untuk diselesaikan. 
- Pengaduan akan diselesaikan oleh tim 
penanganan pengaduan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
pengaduan diterima dengan lengkap. 
8. Perizinan paralel - Proses penerbitan untuk pengurusan lebih 
dari 2 jenis izin dan non izin dilakukan 
secara bersamaan dengan 1 (satu) berkas 
permohonan. 
- Waktu penerbitan perizinan parallel 
maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak 
berkas permohonan diterima dengan 
lengkap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
